PENGARUH KEBIJAKAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI) UNI EROPA TERHADAP INDONESIA by ASTRIVO RAHMAT, KHAERNISAA CITRA
1 
 
PENGARUH KEBIJAKAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN 
IKAN (SHTI) UNI EROPA TERHADAP INDONESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHAERNISAA CITRA ASTRIVO RAHMAT 
E13111259 
 
 
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
2016 
  
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
ABSTRAKSI 
 
KHAERNISAA CITRA ASTRIVO RAHMAT E13111259. Skripsi yang 
berjudul Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Uni Eropa Terhadap Indonesia. Di bawah 
bimbingan Bapak Imran Hanafi selaku pebimbing I dan Ibu Nur Isdah selaku 
pembimbing II. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan dampak kebijakan 
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Uni Eropa terhadap Indonesia tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2015. Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah: Bagaimana 
penerapan SHTI Uni Eropa 2011-2015 dalam upaya ekspor perikanan di Indonesia 
dan bagaimana dampak penerapan SHTI di Indonesia terhadap tingkat ekspor hasil 
perikanan tangkap Indonesia untuk Uni Eropa. 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menggunakan metode 
penelitian destkriptik-analitik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
dan menelaah sejumlah literatur / studi pustaka. Adapun untuk menganalisis data, 
penulis memakai teknik analisis data kualitatif dengan teknik penulisan deduktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Sertifikasi Hasil 
Tangkapan Ikan terhadap Ekspor Indonesia cukup baik karena berjalan linear  dengan 
beberapa kebijakan di Indonesia dalam bidang perikanan. Kebijakan  SHTI 
memberikan dampak positif terhadap kualitas ekspor Indonesia dibidang perikanan 
serta memberikan citra positif terhadap Indonesia atas produk perikanan yang 
dihasilkan. 
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ABSTARCT 
 
KHAERNISAA CITRA ASTRIVO RAHMAT E13111259. Thesis entitled 
the influence of the European Union's policy of catch certificate towards Indonesia. 
Under the guidance of Mr. Imran Hanafi as Advisor I and IbuNurIsdah as Advisor II. 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
University of Hasanuddin. 
This study aims to determine the application and impact of European Union's 
policy of catch certificate towards Indonesia in 2011 until 2015. As to the question of 
this study is: How does the application Catch Certificate(SHTI) European Union 
from 2011 to 2015 in an effort to export fisheries in Indonesia and how the impact of 
SHTI in Indonesia on the level of Indonesia's fishery product exports to the EU. 
Based on the research goals, the authors used descriptive analytic methods as 
the research methods with interviews as the data collecting methods and a look at 
some of the literature. The data were analyzed qualitative with deductive writing 
techniques.  
The results of this study indicate that the application of  Catch Certification 
policy towards Indonesia's exports is quite good because it runs linearly with the 
number of policies in Indonesia in the field of fisheries. SHTI policies have a positive 
impact on the quality of Indonesian exports in the fishery and provide a positive 
image for Indonesia on fishery products produced. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Wr .Wb. 
Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, 
yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama 
ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir Skripsi yang 
PENGARUH KEBIJAKAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN UNI 
EROPA TERHADAP INDONESIA. Dimana skripsi ini merupakan salah satu 
syarat untuk menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 
Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan 
bantuan dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut 
menyubangkan pikiran, tenaga dan inspirasi bagi penulis. Dan segala ikhlas dan tulus, 
penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Ayahanda Muh Rahmat Ravy S.Sos dan Ibunda Nurhidayah Massora selaku 
Orang Tua yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Drs. H. M Imran Hanafi, MA, M.Ec sebagai pembimbing 1 dan Ibu Nur 
Isdah, S.IP, MA sebagai pembimbing II, yang telah ikhlas meluangkan waktunya 
dan bersusah payah memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada penulis 
sejak dari awal penelitian hingga selesainya skripsi ini. 
3. Kepada Fadly Winata Rahmat sebagai satu-satunya saudara, terima kasih antar 
jemputnya dan atas waktunya untuk selalu menjadi teman curhat walau itu 
terdengar aneh bagi orang luar. Terima kasih doanya adindaku. Kakak saying 
dedek. 
4. Saudara Adriansyah Wijaya S.IP yang selalu menjadi pelarian di saat susah dan 
senang. Kebanyakan susah sebenarnya. Walaupun cerewet segalanya menjadi 
indah jika bersama Ade. Terima kasih atas dukunganmu selama ini sobat. Kau 
lebih dari sekedar sahabat bagiku. 
5. Buat kak Dalvi Mustafa S.Pi, M.Sc, aku padamu kakak. Terima kasih atas 
turunan ilmu dari UGM nya. Hihihi. Terima kasih. 
6. Kepada Andi Remi yang belum bisa kudapatkan celah untuk menyela mu. Hihi.. 
aku cinta kamu. Best friend ever. Terima kasih atas segala-galanya. 
7. Hendriana Subair terima kasih atas motivasinya selama ini karna Anna saya bisa 
tertantang mendahului anna yang lebih dulu proposal. Hihi bercanda. Anna 
menjadi teman main phopy selama pembuatan skripsi untuk itu kamsahamnida. 
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8. Dan kepada kawan Esse lainnya Christine J Mailoa S.IP yang selalu membuatku 
iri atas kecantikan alaminya, Septi Dwi Sofiani atas kelembutan serta kebijakan 
hatinya, Danty Julianty yang menjadi pembuka rumah tangga di Esse (yang mana 
bikin kita iri) dan mbak Dian Amaliah S.IP sebagai pekerja pertama disini. I love 
you guys. More than chat. 
9. Untuk semua civitas History 2011, maaf tak bisa tertulis satu-satu nama kalian. 
Aku terburu-buru menulis ini. Aku cinta kamu. Iya kamu.. yang membaca ini. 
10. Juga kepada kakak-kakak dan adik-adik gemes di HI unhas yang manjah dan selalu 
membatu lewat doa dan jasa, aku mencintai kalian. Serius dari lubuk hati phopy 
yang paling dalam. Makasih kak. Makasih dek. Muaaah. 
11. Kepada pihak-pihak lain yang turut membantu, terima kasih. Thank you. I mean it. 
12. Dan terakhir buat kak Akzam Amir S.Pi terima kasih atas segala yang kakak 
berikan selama 2 tahun ini. Mulai dari dukungan, pertolongan, motivasi, marah-
marah bahkan kasih sayang. Tidak jadilah skripsi yang indah ini jika tak ada 
dirimu. Terima kasih kak Akzam. You're my everything. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hubungan antar negara kini sudah tak memiliki batas (borderless) akibat 
globalisasi. Globalisasi dimulai setelah Perang Dunia II namun telah dipercepat jauh 
sejak pertengahan 1980-an, didorong oleh dua faktor utama
1
. Yakni, melibatkan 
kemajuan teknologi yang telah menurunkan biaya transportasi, komunikasi, dan 
komputasi agar lebih ekonomis bagi perusahaan untuk mencari berbagai tahapan 
produksi di berbagai negara. Faktor lain berkaitan dengan liberalisasi yang akan 
meningkatkan pasar perdagangan dan modal. Semakin banyak pemerintah menolak 
untuk melindungi ekonomi mereka dari persaingan asing atau pengaruh melalui tarif 
impor dan hambatan nontarif seperti impor kuota, pembatasan ekspor, dan larangan 
hukum.  
Bukti empiris yang menunjukkan bahwa globalisasi telah secara signifikan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Asia Timur seperti Hong Kong 
(Cina), Korea dan Singapura.
2
 Tapi tidak semua negara berkembang terlibat dalam 
globalisasi atau dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan itu . Bahkan, untuk 
sebagian besar negara-negara di Amerika Latin, negara-negara berkembang agak 
lambat berintegrasi dengan perekonomian dunia. Pangsa Sub-Sahara Afrika dalam 
                                                          
1
 World Bank dalam http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/beg_12.pdf diakses pada 15 
oktober 2015 
2
 Ibid. 
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perdagangan dunia telah menurun terus menerus sejak akhir 1960-an, dan pangsa 
eksportir minyak utama turun tajam dengan penurunan harga minyak di awal 1980-
an.
3
 Selain itu, untuk negara-negara yang secara aktif terlibat dalam globalisasi, 
manfaat datang dengan resiko dan tantangan baru. Keseimbangan biaya dan manfaat 
globalisasi bagi berbagai kelompok negara dan ekonomi dunia menjadi salah satu 
topik terpanas dalam perdebatan pembangunan. 
Globalisasi kemudian menjadi sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan 
peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di 
seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan 
bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas – batas negara menjadi bias. Tak 
sedikit pula yang menganggap bahwa dengan adanya globalisasi, negara maju yang 
merupakan negara adikuasa lah yang memiliki peran penting didalamnya dengan niat 
mengendalikan ekonomi dunia sedangkan negara berkembang hanya bisa mengikuti 
arus karna tidak mampu bersaing dengan negara maju.  
Dengan adanya globalisasi, hampir semua aspek kehidupan masyarakat 
terpengaruh olehnya. Tak terkecuali di bidang perikanan. Di Indonesia sendiri 
dampak positif dan negatif bidang perikanan ini bermunculan satu persatu. Jumlah 
penduduk dan peningkatan hubungan antar negara di dunia, terutama negara 
berkembang seperti Indonesia membuat lahan daratan semakin sempit, serta 
mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan hidup antara lain pangan hewani 
seperti ikan. Alur peningkatan kebutuhan ikan juga dipengaruhi oleh peningkatan 
                                                          
3
 Ibid. 
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kehidupan dan pengetahuan masyarakat tentang keunggulan ikan dibandingkan 
dengan sumber protein lain. Jadi dalam hal ini peningkatan produksi dan kebutuhan 
akan ikan semakin tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga hubungan 
dengan negara-negara lain semakin meningkat. 
Indonesia merupakan negara maritim yang mayoritas penduduknya berprofesi 
sebagai nelayan. Hal ini karena Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat 
melimpah, namun sayangnya tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat 
pesisir pantai atau nelayan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah 
nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 7,87 juta orang atau sekitar 
25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.
4
 
Salah satu faktor yang cukup menunjang kebutuhan hidup nelayan Indonesia dengan 
mengekspor hasil tangkap ke seluruh dunia. Adapun data hasil ekspor perikanan 
tangkap Indonesia sebagai berikut: 
 
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)/Bisnis Indonesia. 
                                                          
4
 Okezone, 25% Penduduk Miskin adalah Nelayan dalam 
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069854/25-penduduk-miskin-adalah-
nelayan diakses pada 18 oktober 2015 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa hasil produksi perikanan 
setiap tahun semakin meningkat dan diikuti jumlah ekspor hasil perikanan Indonesia 
yang meningkat pula, hasil tersebut sangat terlihat jelas pada tahun 2013 ke tahun 
2014 dengan jumlah ekspor  sebesar 5,65 US$ miliar. Hal ini dikarenakan, selain 
melimpahnya hasil laut Indonesia juga karena kesadaran para nelayan untuk 
memanfaatkan peluang dan lebih memilih mengekspor hasil tangkapan mereka 
dibanding menjualnya langsung. 
Seiring berjalannya waktu, kebijakan mengenai pangan mulai menjadi isu 
yang sensitif dalam agenda politik internasional. Kebijakan standar pangan yang telah 
diterapkan oleh negara maju mulai mendesak negara berkembang untuk turut masuk 
dalam aturan – aturan internasional yang berlaku sehingga negara berkembang seperti 
Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan ekspor ikan ekonomis 
seperti ikan tuna. Adanya isu perdagangan dan isu subsidi menjadikan krisis finansial 
global terjadi dan berdampak langsung terhadap perekonomian perikanan dunia. 
Ekspor impor antara negara maju dan negara berkembang menjadi kegiatan 
yang harus dilakukan demi mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan, 
negara berkembang memiliki jumlah produksi ikan yang lebih banyak dibanding 
negara maju yang miskin akan sumber daya alam. Terungkapnya berbagai hasil 
tangkapan ikan yang tidak sesuai dengan tata cara penangkapan ikan yang 
diberlakukan oleh dunia, membuat lahirnya gerakan anti IUU (Ilegal, Unregulated 
and Unreported) Fishing. Hal ini dikarenakan IUU fishing semakin mempercepat 
kerusakan lingkungan dan penurunan stok sumberdaya ikan. Pada beberapa kasus 
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IUU fishing dapat menjadi ancaman paling serius terhadap eksploitasi sumber daya 
dan keanekaragaman hayati laut dan menyebabkan kerusakan lingkungan laut karna 
teknik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab serta semakin berkurangnya 
hasil tangkapan ikan atau yang disebut dengan perikanan tangkap
5
 karna 
penangkapan ikan yang berlebihan serta kelangkaan beberapa jenis spesies 
sumberdaya ikan. Menyadari banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh IUU fishing, 
para ahli perikanan dunia maupun negara – negara anggota FAO mencoba berbagai 
upaya strategis untuk mengatasi hal tersebut.
6
 Para pihak sepakat bahwa hanya 
dengan langkah bersama , pemberantasan dan pencegahan IUU Fishing memperoleh 
hasil yang optimal. 
Beberapa negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai kegiatan impor ikan. 
Salah satunya Uni Eropa terhadap negara pemasoknya, Indonesia. Tahun 2008, Uni 
Eropa mulai menerapkan suatu peraturan bagi ikan yang masuk di negaranya yakni 
Catch Sertificate Sheme atau Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
7
 Hal ini 
dilakukan oleh Uni Eropa karna banyak hasil ekspor ikan mereka berasal dari IUU 
Fishing, termasuk dalamnya pencurian ikan dan tangkapan ikan yang tidak 
dilaporkan. Uni Eropa menjadi negara yang paling gencar membasmi IUU Fishing 
dikarenakan negara-negaranya mendapatkan 95 produk impor Uni Eropa (UE) hasil 
                                                          
5
 Perikanan Tangkap adalah cara mendapatkan ikan (termasuk makanan laut lainnya) dari laut atau 
perairan dengan menggunakan alat (pancing) atau cara lainnya. 
6
 Fao merupakan badan yang dibawah PBB yang memiliki tujuan mencapai ketahanan pangan bagi 
semua serta memastikan orang memiliki akses rutin ke cukup makanan berkualitas tinggi 
untuk memimpin aktif , hidup sehat 
7
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.13/MEN/2012 diakses 
dari link PER 13 MEN 2012.pdf 
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dari kegiatan IUU fishing.
8
 Hal inilah yangmenjadi alasan UE memberlakukan SHTI 
yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar UE. 
Menyambut niat baik UE yang memerangi IUU fishing, Indonesia yang 
menjadikan UE salah satu negara tujuan ekspor hasil perikanan turut memberlakukan 
regulasi tentang ikan tangkap memberlakukan SHTI. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) secara 
eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
selaku Otoritas Kompeten dalam penerbitan SHTI. Hal ini dilakukan oleh Indonesia 
selain untuk kelancaran ekspor dan mendukung penanganan IUU Fishing, juga 
membantu upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan SHTI, hasil 
tangkapan ikan mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan 
pemasarannya dapat dipastikan asal-usulnya (traceability).  
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Uni Eropa telah memberikan dana hibah senilai 15 juta euro guna 
memperlancar pengadaan SHTI, EU-Indonesia Trade Support Programme II (TSP II) 
proyek yang didanai oleh Uni Eropa membantu Indonesia dalam meningkatkan 
kualitas infrastruktur ekspor dan meningkatkan akses pasar, salah satunya dengan 
                                                          
8
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kurtanegara, Dampak Globalisasi Terhadap 
Perikanan di Indonesia http://dkp.kutaikartanegarakab.go.id/berita.php?id=68 
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membantu mengembangkan skema SHTI dan DSS (Data Sharing System).
9
 DDS 
mampu menjamin transparansi dan ketelusuran hasil tangkapan ikan sehingga dapat 
mendukung upaya pemberantasan IUU fishing di Indonesia serta menyediakan 
bantuan penguatan organisasi dan pengembangan kompetensi personel SHTI berupa 
pelatihan dan lokakarya.  
TSP II adalah program empat tahun (2011-2015) dengan kontribusi hibah Uni 
Eropa, serta melibatkan 7 kementerian/ lembaga pemerintah sebagai penerima 
manfaat, termasuk lembaga penilaian kesesuaian yang menangani pengujian 
produk.
10
 Melihat tujuan dari program ini, peran nelayan yang merupakan orang 
pertama yang terjun langsung dalam bidang perikanan patut untuk diperhatikan. 
Nelayan Indonesia menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kerjasama UE-
Indonesia.  
Berdasarkan permasalahan yang penulis jabarkan diatas, maka penulis 
merumuskan dua masalah yakni: 
1. Bagaimana penerapan SHTI Uni Eropa 2010-2015 dalam upaya ekspor 
perikanan di Indonesia? 
2. Bagaimana dampak penerapan SHTI di Indonesia terhadap tingkat ekspor 
hasil perikanan tangkap Indonesia untuk Uni Eropa? 
 
                                                          
9
 Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Uni Eropa dukung Indonesia dapatkan 
akses lebih baik ke pasar ekspor utama dalam 
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2014/20140828_01_i
d.htm diakses pada tanggal 18 oktober 2015 
10
 Ibid. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian 
ini ialah: 
1 Mengetahui dan menganalisis model penerapan SHTI Uni Eropa tahun 
2011 sampai 2015 dalam upayaa ekspor perikanan di Indonesia  
2 Menjelaskan dampak penerapan SHTI di Indonesia terhadap tingkat ekspor 
hasil perikanan tangkap di Indonesia 
 
Sementara itu, kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi di 
kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya serta kepada 
mahasiswa dan dosen ilmu hubungan internasional khususnya yang 
memiliki minat dalam mengkaji kebijakan SHTI (sertifikat Hasil 
Tangkapan Ikan) Uni Eropa terhadap Indonesia.   
2. Sebagai referensi atau studi pustaka bagi pengkaji kerjasama Indonesia–Uni 
Eropa khususnya dalam bidang perikanan  
 
D. Kerangka Konseptual 
Hubungan internasional kini semakin kompleks dengan banyaknya 
bermunculan fenomena maupun aktor, kepentingan, dan kekuasaan, namun inti dari 
hubungan internasional adalah interaksi yang diperankan oleh para aktor. Dalam 
interaksi tersebut, terdapat suatu kepentingan yang mendasari hal itu atau bisa disebut 
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dengan kepentingan nasional (national interest). Sebagai contohnya adalah negara 
yang menjadi aktor utama dalam hubungan internasional mempunyai tujuan dalam 
mengadakan interaksi antarnegara maupun dengan actor non-negara di dunia 
internasional.  
Interaksi yang terjadi memiliki berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah 
perdagangan internasional. Perdagangan internasional secara nyata telah berhasil 
meningkatkan pendapatan negara dan menjadi lahan studi banding bagi investor 
swasta maupun nasional. 
Perdagangan internasional (International Trade) bukanlah suatu proses yang 
mudah sebab halangan internal Negara tentu tidak dapat dihindari, Sehingga 
diperlukan formula kebijakan sebagai pedoman untuk manajemen dalam usaha 
mencapai tujuan agar hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) antar dua negara 
dapat mencapai jalan dalam melakukan sebuah perdagangan yang di inginkan 
bersama.  Meskipun demikian, proses dagang antarnegara terus berlanjut disebabkan 
akses negara yang semakin mudah. Akses ini tidak hanya dalam kerangka negara ke 
negara tetapi juga sampai ke unit individu ke individu. Lebih jauh dijelaskan 
perdagangan internasional menjadi alasan munculnya pola dagang yang lebih bebas 
hambatan dan terbuka serta mendorong munculnya perusahaan multinasional yang 
mulai menjadi aktor penting dalam sebuah proses ekonomi antarnegara. 
Untuk menjalankan perdagangan internasional aktor-aktor yang berperan di 
dalamnya bukan hanya negara, melainkan juga kelompok kepentingan lainnya. 
Dalam hal ini Organisasi Internasional. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, ada 
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beberapa definisi yang menjelaskan tentang organisasi internasional diantaranya yang 
memberikan batasan-batasan yang dapat di kategorikan sebagai Organisasi 
Internasional. D.W Bowet mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun tidak 
terdapat suatu definisi yang diterima secara umum, namun pada dasarnya organisasi 
internasional adalah organisasi peranan yang didirikan atas dasar suatu perjanjian 
internasional yang kebanyakan ialah perjanjian multilateral daripada perjanjiaan 
bilateral dengan disertai tujuan tertentu.
11
  
Sedangkan L.L Leonard hanya memberi ciri-ciri khusus tanpa ada batasan 
jelas mengenai organisasi internasional, menurutnya; 
International organization has come to have special meaning and 
characteristics : it‟s the method of conducting international relations by meand 
of fairly permanent agemcies to which the member states have assginde 
responsibilities and authority and through which each government may 
avocate policies and objectives in furtherance of it‟s national interest.12  
 
Kedua pendapat tersebut berusaha menjelaskan bahwa organisasi internasonal 
merupakann organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dengn 
beberapa pemerintah negara sebagai anggotanya, dengan tujuan mencapai 
kepentingan bersama. 
                                                          
11
 D.W. Bowet. 1970. The Law of International Institution. @nd. Ed., Butterworth. London 
12
 L.L. Leonard. 1951. International Organizaton. Toronto. New York 
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Columbisa dan Wolfe juga memberikan definisi tentang organisasi 
internasional dengan menggunakan pendekatan atas 3 peringkat yang berbeda, yaitu: 
1. Organisasi internasional dapat didefinisikan menurut tujuan-tujuan yang 
diinginkannya. 
a. Regulasi hubungan internasional terutama melalui teknik-teknik 
penyelesaian pertikaian antar negara secara damai. 
b. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan konflik atau perang 
internasional 
c. Memajukan aktifitas-aktifitas kerjasama dan pembangunan antar negara 
demi keuntungan-keuntungan social dan ekonomi kawasan tertentu atau untuk 
manusia pada umumnya. 
d. pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman 
eksternal. 
2. Organisasi internasional dapat didefinisikan menurut lembaga-lembaga 
internasional yang ada atau menurut menurut model-model ideal dan cetak biru 
institusi-institusi masa depan  
3. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuag proses 
perkiraan regulasi pemerinth mengenai hubungan antara actor-aktor negara dan actor-
aktor yang bukan negara.
13
 
                                                          
13
 Theodore A. Columbis dan James H. Wolfe. 1998. Pengantar Hubungan Internasional. Putra 
Abardin. Bandung 
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Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai,”Any 
cooperative arrangement among states, usually by basic agreement, to perform some 
mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff 
activities”14. Jadi organisasi internasional menurut definisi ini mencakup tiga unsur: 
1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama 
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala 
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (international 
civil servant) 
Secara sederhana, dari beberapa bantuan definisi di atas, dapat dirumuskan 
bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun 
pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing 
anggota untuk bekerja sama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk 
mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-
masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan. 
Kepentingan yang dimiliki suatu negara tersebut yang biasa disebut dengan 
kepentingan nasional. Kepentingan nasional ada karena kebutuhan kolektif yang 
mendorong suatu negara untuk memenuhinya, seperti menstabilkan ekonomi, 
keamanan, atau kesejahteraan di negara itu.  
Kepentingan nasional atau national interest yang dimiliki tiap negara berbeda-
beda tergantung kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi negara-negara itu. 
                                                          
14
 Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.. 1967. Organizing For Peace: International 
Organizatioan in Worlld Affair. Houghton Miffin. New York 
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Negara dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam wilayahnya sendiri 
agar dapat bertahan dan menjaga eksistensinya. Kepentingan nasional berkaitan 
dengan kebijakan luar negeri yang berguna untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita 
suatu negara. Kepentingan nasional juga berfungsi sebagai petunjuk dalam 
pembuatan kebijakan luar negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil nyata dari 
kepentingan nasional sendiri adalah kebijakan luar negeri. Sementara itu dalam usaha 
untuk mencapai kepentingan nasional, dibutuhkan kekuatan yang memiliki kuasa 
seperti yang dimiliki negara. 
Karena itu negara memiliki wewenang lebih untuk membuat kebijakan luar 
negeri demi mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dalam kepentingan nasional 
terdapat motivation maker atau pembuat motivasi yang berperan sebagai pendorong 
tercapainya kepentingan nasional yang diinginkan. Pembuat motivasi semakin 
beragam tergantung kebutuhan dari kepentingan nasional dari suatu negara yang 
ingin diraih serta berdasarkan tujuan dan ideologi juga. Terdapat beberapa pembuat 
motivasi dalam kepentingan nasional yaitu, individu, organisasi, ideologi, dan 
strategi.
15
 Individu sebagai pembuat motivasi dapat dimaksudkan sebagai seorang 
penguasa atau pemimpin negaranya, dimana keputusannya dianggap dapat 
mencerminkan kepentingan nasional negaranya sampai mencapai tujuan yang 
dimiliki negaranya. Lalu organisasi sebagai pembuat motivasi memiliki posisi yang 
                                                          
15
 Oppenheim, Felix E. 1987. “National Interest, Rationality, and Morality” Political Theory, Vol. 15, 
No. 3; hal. 389. 
33 
 
penting, sehingga kepentingannya dapat menggambarkan kepentingan nasional. 
Dalam hal ini European Council menjadi pembuat motivasi dalam membentuk SHTI. 
Sementara itu ideologi sebagai pembuat motivasi berhubungan dengan 
penyebaran – penyebaran ideologi dan sistem politik di dunia sekaligus berfungsi 
sebagai pursuit of power bagi negara penyebar ideologi tersebut, seperti halnya 
Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa Perang Dingin.
16
 Yang terakhir adalah 
strategi sebagai pembuat motivasi yang mendasari kepentingan antar aktor untuk 
mendapatkan kepentingan nasionalnya. Motivasi untuk kepentingan nasional menjadi 
hal yang pokok dan primer bersamaan dengan arus globalisasi yang kini semakin 
pesat. Bila tak ada motivasi yang nyata menjadikan ketidak jelasan arah dari 
kepentingan nasional. 
Kepentingan nasional mempunyai dimensi dalam prinsipnya. Kepentingan 
nasional dibagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi individu, negara, dan kelompok. 
Individu menjadi salah satu dimensi kepentingan nasional, individu menjadikan 
kepentingan nasional untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membuat 
kebaikan-kebaikan untuk publik.
17
 Individu membutuhkan power yang cukup dalam 
melaksanakan kepentingan nasionalnya. Sementara itu dimensi kelompok dalam 
kepentingan nasional berbeda dengan dimensi individu karena kelompok melakukan 
kepentingan nasional secara berkelompok (groups). Kelompok-kelompok ini 
                                                          
16
 Clinton, W. David. 1986. “The National Interest: Normative Foundations” The Review of Politics, 
Vol. 48, No. 4: hal. 519. 
17
 Rochester, J. Martin. 1978. “The National Interest” and Contemporary World Politics” The Review 
of Politics, Vol. 40, No. 1: hal. 86. 
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merupakan gabungan dari para individu yang memiliki tujuan yang sama dalam 
kepentingan nasional. Tujuan kelompok bisa dimaksudkan terhadap kebaikan untuk 
publik, namun terdapat juga tujuan yang sekedar mengutamakan kepentingan 
kelompoknya. Dimensi negara yang ada di dalam sebuah kepentingan nasional 
merupakan pembauran dari dimensi individu dan kelompok yang dimana aspek-aspek 
tersebut dapat mendefinisikan terwujud atau tidaknya tujuan kepentingan nasional. 
Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan kerangka perdagangan 
internasional secara umum. Irham Fahmi mengungkapkan definisi perdagangan 
internasional sebagai aktivitas bisnis yang melibatkan berbagai Negara di dunia 
dengan berbagai perusahaan dan industry di dalamnya dimana setiap transaksinya 
dijalankan secara lintas negara.
18
  
Konsep kepentingan nasional akan penulis gunakan dalam menganalisis 
kepentingan nasional atas kebijakan Uni Eropa yang diaplikasikan oleh Indonesia 
serta konsep perdagangan Internasional yang penulis gunakan untuk melihat 
keterkaitan antara UE-Indonesia dalam kerangka perdagangan internasional 
internasional. 
 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
                                                          
18
 Irham Fahmi. 2013. Ekonomi Politik Teori dan Realita. Bandung. Alfabeta. Hal.255 
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Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif-analitik 
yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris 
disertai argumen yang relevan. Hasil dari uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis 
yang akan berujung pada kesimpulan yang sifatnya analitik. Tipe penelitian ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kasus atau fenomena yang 
terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah penelitian. Metode deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai kebijakan SHTI Uni Eropa 
yang diterapkan di Indonesia.  
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 
wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder yang diperoleh melalui studi 
literatur, seperti buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan situs-situs pendukung. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti berupa buku, jurnal, koran, artikel, majalah dan situs-situs pendukung. 
Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh melalui: 
a. Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia 
b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 
c. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
3. Teknik Analisis Data 
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Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa kutipan pernyataan 
maupun artikel yang menggambarkan hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan 
Indonesia serta data lain yang mendukung untuk menunjukkan dinamika hubungan 
kerjasama dalam bidang perikanan. 
 
4. Metode Penulisan 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deduktif. 
Metode ini menggambarkan  permasalahan yang diteliti secara umum, kemudian 
menarik kesimpulan secara khusus dengan menampilkan data-data disertai analisis 
penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perdagangan Internasional 
Setiap negara pada dasarnya membutuhkan negara lain untuk 
mengembangkan potensi negaranya. Hal ini tentunya diakibatkan oleh ketidak 
mampuan suatu negara menciptakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat seiring perkembangan zaman. Oleh sebab itu, perdagangan internasional 
dirasa mampu memecah masalah dalam tingkatan domestik. Hal inipun tentunya 
membawa dampak bagi hubungan bilateral atau multilateral negara di dunia.  
Pengertian perdagangan internasional dapat diartikan sebagai hubungan 
kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran 
barang atau jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan 
Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan 
penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud 
dapat berupa antar perorangan maupun antar individu dengan pemerintah suatu 
negara lain. 
Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama 
untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic Product). Perdagangan Internasional pun 
turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran 
perusahaan multinasional. Jika ditinjau lebih dalam, perdagangan internasional 
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didefinisikan sebagai interkasi ekonomi oleh negara yang berbeda, dimana di 
dalamnya mencakup barang dan jasa yaitu ekspor-impor.
19
 Fungsi dari perdagangan 
intenasional di mana produk terbaik sebuah negara dikirim ke negara lain untuk 
diperdangkan. Perdagangan yang terjadi akan menghasilkan penambahan nilai GDP 
terhadap begara tersebut. Jika digunakan untuk perdagangan, ekspor adalah 
pertukaran untuk produk lain maupun jasa. Ekspor adalah salah satu bentuk tertua 
transfer ekonomi , dan terjadi pada skala besar antara negara-negara yang memiliki 
lebih sedikit pembatasan pada perdagangan , seperti tarif atau subsidi. 
Perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks jika dibandingkan 
dengan perdagangan dalam negeri. Kerumitan tersebut bisa disebabkan karena 
adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, 
misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu kesullitan 
lainnya muncul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang dan hukum 
dalam pedagangan. Adam Smith mengemukakan teori perdagangan internasional 
dalam teori keunggulan mutlak sebagai berikut:
20
 
a. Adanya division of Labour (pembagian kerja) dalam menghasilkan 
sejenis barang. Dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat 
memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah di banding 
                                                          
19
Economic Glossary, Economic Definition of Internatonal Trade dalam 
http://glossary.econguru.com/economic-term/international+trade diakses pada 5 Januari 2016 
20
Investopedia, Absolute Advantage dalam 
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dengan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara 
tersebut memperoleh keunggulan mutlak. 
b. Spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, 
suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang 
memiliki keuntugan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang 
yang bila di produksi sendiri dalam negeri tidak efisien atau kurang 
menguntungkan, sehingga keuntungan mutlah diperoleh bila suatu 
negara mengadakan spesisialisasi dalam memproskdi barang. 
Keuntungan mutlak diartikan sebgaai keuntungan yang dinyatakan 
dengan banyaknya jam/hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat 
barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang 
tertentu karena dapat menghasilkan barang tertentu dengan biaya yang 
secara mutlak lebih murah dalam produksi barang. Jadi, keuntungan 
mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap suatu macam 
produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika 
dibandingka dengan biaya produksi di negara lain. 
Teori perdagangan internasional membantu untuk menjelaskan mengenai 
siklus perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai apakah kerjasama 
perdagangan yang dilakukan sudah sesuai dengan cita-cita kedua bela pihak. Selain 
itu, teori perdagangan internasional juga digunakan dalam skripsi ini untuk 
membantu menjelaskan arah perdagangan antarnegara (efeknya terhadap 
40 
 
perekonomian negara) serta dapat menunjukkan keuntungan yang timbul dari 
perdagangan yang dilakukan. 
 
B. Organisasi Internasional 
 Pemahaman tentang hubungan internasional memiliki ruang lingkup yang 
kompleks.Hubungan internasional dibentuk oleh hubungan antarnegara yang saling 
memiliki nilai-nilai berharga yang ingin diraih demi kehidupan warga negaranya, 
nilai-nilai tersebut adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh warga negara seperti 
keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.
21
 Hubungan 
internasional tidak hanya mengkaji hubungan politik antarnegara, tetapi juga 
mengkaji organisasi-organisasi internasional.Organisasi adalah wadah yang terdiri 
dari unit-unit yang saling bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama. 
Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, organisasi internasional 
adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-
negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-
fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-
pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.
 
Dari defenisi tadi secara 
sederhana organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yakni :
22
 
1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama. 
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 Suffri Yusuf, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 
1989, hal 40 
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 T. May Rudi, Administrasi & Organisasi Internasional, Bandung : PT Rafika Aditama, 2005, hal. 2   
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2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala. 
3.Adanya staf yang bekerja sebagai „pegawai sipil internasional‟ (international 
civil servant) 
Sementara itu, pendapat T. May Rudi menjelaskan bahwa organisasi 
internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan 
didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau 
diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara 
berkesinambungan dan melembaga guna tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan 
serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara 
sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.
 
Dari penjelasan May 
Rudi tadi dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi internasional, 
yaitu :
23
 
1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara. 
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. 
3. Baik antara pemerintah dan non-pemerintah. 
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap. 
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. 
Lebih jauh lagi dalam hubungan internasional, seperti yang dikemukakan oleh 
Kratochwil dan Gerard Ruggie mendefinisikan pemerintah internasional sebagai apa 
yang dilakukan oleh organisasi internasional.
 
 Kemudian, ada beberapa peran aktual 
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42 
 
dan potensial dari organisasi internasional dalam pengungkapan yang lebih luas dari 
proses pemerintahan internasional. Perspektif ini dibagi dalam tiga wilayah, yaitu :
24
 
1. Wilayah pertama, penekanan pada peran dari organisasi internasional dalam 
meresolusi inti permasalahan internasional. Seperti diplomasi prepentif dan 
penjaga perdamaian sebagai suatu peran dalam wilayah perdamaian dan 
keamanan, pengawasan penggunaan nuklir IAEA, memfasilitasi proses 
dekolonisasi dan masalah lainnya. 
2. Wilayah kedua, perpekstif perubahan peran organisasi dari fokus pada solusi 
daripada masalah kepada konsekuensi kelembagaan jangka panjang tertentu 
dari suatu kegagalan untuk mengatasi substansi masalah melalui alat 
kelembagaan yang tersedia. 
3. Wilayah ketiga, di dalam perspektif peran organisasi di mulai dengan sebuah 
kritik pada pengharapan transformasi dari teori integrasi dan kemanusiaan 
berubah fokus kepada perhatian yang lebih general dengan bagaimana 
institusi internasional merefleksikan dan sampai taraf tertentu memperbesar 
dan memodifikasi karakteristik tampilan dari system internasional. Disini, 
organisasi internasional dilihat sebagai pemberi legitimasi bersama yang 
potensial, kendaraan dalam politik internasional dalam agenda penyatuan, 
forum untuk membentuk koalisi antarpemerintah yang dikenal sebagai alat 
koordinasi kebijakan antar pemerintah. 
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Dengan demikian, organisasi internasional dibentuk oleh anggota-anggotanya 
sebagai wadah kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan 
bersama. Semua anggotanya berperan membesarkan, memajukan, dan menggerakkan 
jalannya suatu organisasi tersebut. Sebaliknya, organisasi dapat memberikan dan 
membantu kebutuhan mereka dengan meraih apa yang menjadi keinginkan sesuai 
kebutuhan tersebut seperti untuk kepentingan nasionalnya yaitu melalui dengan 
diplomasi yang baik antara kedua belah pihak negara dalam membahas persoalan 
yang menjadi permasalahan seperti ketenagakerjaan Indonesia yang berada di 
wilayah negara lain dan sebagainya. 
Snyder berpendapat bahwa region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan 
negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah 
tertentu.
25
 Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk 
menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan 
bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, 
keterikatan sosial dan sejarah yang sama.
26
 Dengan demikian, syarat terbentuknya 
satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan pengertian 
tersebut, maka seharusnya semua kawasan di dunia dapat menjadi sekumpulan negara 
yang mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada 
kenyataannya, tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang 
sama antara satu kawasan dengan yang lainnya. Kesamaan budaya, ekonomi, politik, 
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ideologi, dan geografis dalam suatu wilayah diasumsikan dapat memunculkan 
organisasi yang lebih efektif. Organisasi regional telah siap untuk bekerjasama, dan 
pengalaman organisasi regional yang sukses akan mempengaruhi dan mendorong 
kearah integrasi yang lebih jauh. Regionalisasi dapat menghasilkan “model 
masyarakat” atau “model negara”. Bentuk regionalisasi dapat dibedakan berdasarkan 
kriteria geografis, militer/politik, ekonomi, atau transaksional, bahasa, agama, 
kebudayaan, dan lain-lain.Tujuan utama dari organisasi regional adalah untuk 
menciptakan perjanjian perdamaian dan kerjasama lainnya yang terikat serta saling 
menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada 
negara-negara yang menjadi super power. Kawasan yang dapat memulai interaksi 
antarnegara di dalamnya, akan terus berkembang karena efek kerjasama “spillovers” 
hingga akhirnya tercipta integrasi kawasan. Hal ini berbeda dengan kawasan lain 
yang tidak memiliki kerjasama kawasan. Maka kawasan tersebut akan tertinggal 
dibandingkan dengan kawasan lain yang ikut dalam organisasi kesatuan.  
Menurut M. Rajendran, kesatuan regional adalah :
 27
 
“Regional integration or political refers primarily to the creation, 
by a number states of larger unit (community) at the international 
level, through peaceful and noncoercive means.” 
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Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa kesatuan regional melibatkan kesatuan 
di seluruh bidang dalam keikutsertaan suatu negara termasuk militer, ekonomi, dan 
kesejahteraan sosial.
28
 
Sementara itu, berdasar “New Regional Theory”, perkembangan regionalisme 
tergantung pada tiga hal, yakni : dukungan dari kekuatan besar di dalam kawasan 
(regional great power), tingkat interaksi antarnegara dalam kawasan, dan saling 
kepercayaan antarnegara dalam kawasan.
29
 Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa 
mengapa satu kawasan lebih tertinggal dibanding yang lainnya adalah karena 
permasalahan, sumber daya alam dan sumber daya manusianya, kekuatan dan 
keinginan negara yang bersangkutan untuk membentuk satu kawasan. Bisa jadi suatu 
kawasan tidak tercipta integrasi karena memang integrasi tersebut tidak diinginkan 
dan diupayakan oleh para great powers. 
Selain teori diatas, Hennet membagi tingkatan regionalism ke dalam lima 
tahapan yang meningkat secara gradual. Lima tahapan ini menunjukkan kematangan 
suatu kawasan seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan internasional 
antarnegara di kawasan. Tahapan ini dapat menjawab pertanyaan mengapa satu 
kawasan dapat lebih maju dibandingkan dengan kawasan yang lain dan prasyaratan 
apa yang harus diupayakan agar tercipta integrasi kawasan yang lebih matang. 
Tahapan tersebut adalah :
30
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a. Simple Geographic Unit of States  
Kriteria : 
a) Tidak ada kerjasama dan interaksi rutin antarnegara di dalam 
kawasan. 
b) Kerjasama terjadi hanya ketika ada ancaman dan kerjasama tersebut 
juga berakhir ketika ancaman sudah berakhir. 
c) Sangat bergantung pada sumber daya pribadi, yakni pada masing-
masing negara. 
b. Set of Social Interaction 
Kriteria : 
Dalam kawasan sudah tercipta interaksi antarnegara namun hanya diatur 
norma-norma atau institusi informal. 
c. Collective Defense Organization 
Kriteria : 
a) Negara mulai bersekutu dengan negara lain yang memiliki 
pemikiran yang sama di dalam satu kawasan untuk melawan 
ancaman bersama atau musuh bersama. 
b) Ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur negara-negara 
dalam satu kawasan. 
c) Ada kombinasi kekuatan, meski bukan berupa penggabungan 
apalagi peleburan. 
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d. Security Community 
Kriteria : 
a) Interaksi antarmasyarakat sipil dan antarnegara sudah mulai 
dikembangkan. 
b) Terciptanya hubungan yang damai antarnegara dalam kawasan. 
c) Adaya kesepakatan untuk memilih menggunakan cara-cara damai 
untuk menyelesaikan masalah. 
e. Region State 
Kriteria : 
a. Kawasan sudah memiliki identitas bersama yang berbeda dari kawasan 
lain. 
b. Kawasan memiliki kapabilitas bersama sebagai satu kawasan. 
c. Kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kawasan regional. 
Syalalalalalallalala 
 
C. Kepentingan Nasional 
Masalah hubungan internasional dan politik internasional merupakan suatu 
masalah yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari konsep kepentingan nasional. 
Kepentingan nasional selalu diperjuangkan setiap bangsa atau negara dalam rangka 
ketertiban nasional. Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang 
diperlukan dalam kebijakan nasional. Pembentukan kepentingan nasional adalah 
langkah pertama meskipun masih bersifat abstrak dalam merumuskan suatu kebijakan 
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ataupun politik luar negeri.
31
 Kalkulasi tentang kepentingan nasional merupakan 
kunci menuju sistem hubungan int ernasional. Menurut Frankel, hakikat kepentingan 
nasional sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. 
 Kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara dan kepentingan 
nasional dapat dipakai secara operasional pada peran, kebijaksanaan maupun 
perencanaan yang dituju.
32
 Pada hakikatnya, kepentingan nasional Indonesia adalah 
menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 (UUD 1945).Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki 
wilayah yuridiksi nasional dari Sabang sampai Marauke sangat perlu untuk 
dipelihara. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan 
nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya 
dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif.  
Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional khususnya 
kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari permasalahan ekonomi, keamanan, dan 
budaya sebagai suatu konsep yang strategis untuk dibicarakan baik dalam tataran 
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komunitas ASEAN tersebut maupun tataran global yang memberikan peluang serta 
tantangan dan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. 
Dalam rangka menghadapi tataran regional yang semakin berubah dengan cepat, 
semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dalam meningkatkan 
kerjasama dalam kawasan regional khususnya ASEAN agar dapat memanfaatkan 
berbagai peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang muncul dari permasalahan 
yang telah disepakati dari pilar AEC dalam mengimplementasikan efektifitas 
deklarasi protection and promotion of the rigths of migrant workers pencapaian 
kawasan ASEAN 2015. Hal yang paling penting dan dianggap sebagai tolak ukur 
adalah bahwa pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri Republik Indonesia yang 
bebas dan aktif, harus diabadikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk 
kepentingan pembangunan dari segala bidang. Kepenting-kepentingan nasional 
merupakan motif dan motor penggerak bagi perjuangan rakyat Indonesia untuk dapat 
mewujudkan cita-cita leluhurnya, yaitu terbentuknya suatu masyarakat Indonesia 
yang adil dan makmur, serta dapat melaksanakan tujuan nasionalnya, yaitu 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terdapatnya 
kesejahteraan rakyat yang rata dan maju serta tercapainya kehidupan bangsa yang 
cerdas.  
Dengan demikian, teori kepentingan nasional juga akan mempengaruhi sikap 
politik luar negeri suatu negara. Selain itu, dalam pencapaian tujuan kebijakan luar 
negeri sangat ditentukan oleh keterkaitan antara konsep kepentingan nasional yang 
menjadi acuan perumusan tujuan kebijakan luar negeri, peluang dan tantangan atau 
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kendala yang ada dilingkungan eksternal dan internal dapat terselesaikan dengan 
jalan mencari solusi yang positif demi kesejahteraan masyarakatnya, serta kapabilitas 
nasional untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut. 
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BAB III 
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN UNI EROPA TERHDAP 
INDONESIA 
 
A. Kebijakan SHTI Uni Eropa tahun 2011-2015 
Regional Fisheries Management Organizations RFMOs adalah organisasi 
internasional yang dibentuk untuk mengatur sumber daya perikanan yang berada di 
laut internasional. RFMOs memiliki tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan 
pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat highly migratory and stradling fish stock 
pada perairan tertentu yang disepakati bersama di laut bebas (High Seas).
33
 
Keanggotaan RFMOs adalah negara dan Entitas Perikanan. Organisasi ini terbuka 
baik ke negara-negara di kawasan „negara pantai‟ dan negara-negara dengan 
kepentingan dalam perikanan yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu 
negara yang masuk dalam RFMOs. Sementara beberapa anggota RFMOs memiliki 
peran murni sebagai penasehat, sebagian besar memiliki kekuatan manajemen untuk 
mengatur penangkapan dan batas usaha perikanan, langkah-langkah teknis, dan 
kewajiban kontrol. Didalam Uni Eropa, RFMOs diwakili oleh sebuah komisi yang 
memainkan peran aktif dalam enam organisasi tuna dan 11 organisasi non-tuna. 
Keanggotaan RFMO‟s adalah negara dan Entitas Perikanan berdasarkan 
resolusi IOTC 09/03 on establishing a list of vessels presumed to have carried out 
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illegal, unregulated and unreported fishing in the IOTC Area dan Coversation and 
Management Measure (CMM): 07/03 to establish a list of vessels presumed to have 
carried out illegal, unregulated and unreported fishing activities in the Western 
Cetral Pasific Ocean (WCPO). Saat ini RFMOs sangat gencar memerangi IUU 
Fishing. 
IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) merupakan 
penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (illegal), tidak dilaporkan 
(unreported) atau yang beum dan tidak diatur (unregulated) di Wilayah Pengolahan 
Perikanan Republik Indonesia. Pengertian IUU Fishing menurut RMFOs adalah:
34
 
a. Menangkap/memanen ikan tuna atau ikan seperti ikan tuna di wilayah 
konvensi RFMO‟s, namun tidak terdaftar dalam daftar kapal RFMO‟s yang 
diijinkan menangkap tuna 
b. menangkap/memanen ikan tuna atau ikan seperti tuna di wilayah konveksi 
RFMO;s, ketia negara benderanya tidak mempunyai kuota, terkena 
pembatasan ikan hasil tangkapan atau alokasi upaya penangkapan 
berdasarkan tindakan pengelolaan dan koservasi RFMO‟s 
c. tidak mencatat atau tidak melaporkan ikan hasil tangkapan di wilayah 
konveksi RFMO‟s sesuai dengan persyaratan pelaporan RFMO;s atau 
membuat laporan palsu 
d. Menangkap atau mendaratkanikan yang berukura belu cukup yang 
bertentangan dengan tindakan konservasi RFMOs 
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e. Menangkap ikan selama musim penangkpan ikan ditutup atau dalam 
wilayah penangkapan ikan tertutupyang bertentangan dengan tindakan 
konservasi RFMOs 
f. Menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yang bertetangan 
dengan tindakan konservasi RFMO‟s 
g. Memindahkan hasil tangkapan, atau turut serta dalam operasi penangkapan 
ikan gabungan/bersama seperti memberikan pasokan logistic atau pasokan 
bahan bakar kepada kapal-kapal yang tercantum dalam daftar kapal IUU 
h. Menangkap/memanen ikan tuna atau ikan yang seprti ikan tuna di wilayah 
RFMO‟s dengan kapal peangkap ikan tanpa kebangsaan 
i. Terlibat dalam perasi penangkpan ikan, termasuk pemindahan ikan hasil 
tangkapan, pemasokan logistic atau bahn bakar yang bertentangan dengan 
setiap tindakan pengelolaan dan konservasi RFMO‟s lainnya. 
Kegiatan IUU Fishing mencakup pelanggaran terkait pengelolaan dan 
pelestarian sumberdaya perikanan di perairan nasional maupun internasional. Ilegal, 
Unreported and Unregulated (IUU) fishing dapat menghabiskan stok ikan, 
menghancurkan habitat laut, merusak ketahanan pangan, mendistorsi persaingan, 
membuat nelayan jujur dirugikan dan melemahkan masyarakat pesisir, khususnya di 
negara-negara berkembang. IUU fishing menimbulkan ancaman lingkungan yang 
serius untuk stok ikan dan dapat menyebabkan runtuhnya perikanan. Nilai global 
akibat IUU fishing diperkirakan setidaknya Rp10.000.000.000 per 1 tahun. Antara 11 
sampai 26 juta ton ikan ditangkap secara ilegal setiap tahun, yang sesuai dengan hasil 
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tangkapan dunia setidaknya hanya 15%.
35
 Sumber daya yang signifikan, pendapatan, 
gizi dan mata pencaharian yang hilang sebagai hasilnya. Hal ini menimbulkan 
tantangan serius terhadap hak asasi manusia, keamanan maritim, kegiatan ekonomi 
dan perdagangan, baik di laut maupun di darat. 
Pelestarian sumber daya ikan merupakan amanat dari Undang-undang No. 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-undang No 45 
Tahun 2009, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat Indonesia. Pengawasan hasil tangkapan ikan, mengacu pada 
ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries (FA, 1995) dan European 
Concil (EC) Regulation No. 1005/2008 of 29 September 2008, establishing a 
community system to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated fishing.
36
 
Peraturan IUU mencerminkan tanggung jawab setiap negara, baik itu suatu 
Negara Anggota atau negara ketiga, untuk memenuhi kewajiban internasional mereka 
sebagai bendera, pelabuhan, Negara pantai atau pasar. Ini adalah instrumen 
transparan dan non-diskriminatif yang berlaku untuk semua kapal yang bergerak di 
bidang eksploitasi komersial sumber daya perikanan ditujukan untuk pasar Uni Eropa 
dan setiap negara di Uni Eropa yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di 
                                                          
35
Majalah Detik dalam Ada Susi, pencuri ikan ngeri. Malaysia dan Thailand memperngatkan 
nelayannya agar tidak lagi masuk di wilayah perairan Indonesia diakses pada 2 Januari 
2016 
36
 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No Kep. 322/DJ-
PSDKP/2012 Tentang petunjuk teknis verifikasi pendaratan ikan diakses dari link  
/http://djpsdkp.kkp.go.id/public/upload/files/perdirjen-psdkp-nomor-10-djpsdkp-2014-
tentang-juknis-verifikasi-pendaratan-ikan.pdf  
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bawah bendera apapun. Peraturan IUU berusaha untuk mencegah, menangkal dan 
menghilangkan perdagangan produk perikanan yang berasal dari IUU fishing ke Uni 
Eropa. 
Uni Eropa menggunakan langkah-langkah untuk mencegah, menangkal dan 
menghilangkan IUU fishing sebagai instrumen untuk membantu negara-negara ketiga 
untuk mengatasi masalah pengelolaan perikanan. Hal ini bertujuan untuk membantu 
negara-negara ketiga, termasuk negara-negara berkembang, melalui dialog, kerjasama 
dan bantuan teknis dan pengembangan untuk menegakkan kembali kebijakan dan 
alat-alat mereka, sanksi dengan cara yang cukup jera, mereka yang melanggar aturan, 
meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kelautan sumber daya dan 
menawarkan kesempatan yang lebih baik untuk masyarakat nelayan dan operator 
jujur. Negara-negara ini telah mengambil kepemilikan reformasi dan telah membawa 
pemerintahan perikanan mereka dengan standar hukum internasional saat ini. 
Perang melawan IUU fishing telah menjadi prioritas politik bagi Uni Eropa 
dalam  beberapa tahun terakhir. Pertarungan Uni Eropa terhadap IUU fishing dapat 
dibagi menjadi 4 bidang utama terkait tindakan: kerjasama dengan Negara-negara 
Anggota, kerjasama dengan negara-negara ketiga, investigasi kapal IUU dianggap 
dan kerjasama internasional dan pemangku kepentingan.
37
 Di semua bidang Uni 
Eropa telah berfokus pada menciptakan lingkungan untuk perubahan positif melalui 
                                                          
37
 European Commission, State of play regarding application and implementation of IUU Regulation 
dari link http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/iuu-regulation-
application/index_en.htm  diakses 5 Januari 2016 
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reformasi struktural dengan identifikasi negara, perusahaan atau individu sebagai 
jalan terakhir. 
Berdasarkan hal ini, Uni Eropa menerapkan Catch Sertificate atau setelah 
dirativikasi di Indonesia menjadi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). SHTI 
adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor 
bukan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Pada tahun 
2009, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, namun belum 
sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia 
dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Hal ini yang turut 
menjadi pertimbangan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan tahun 2012. 
Tujuan Indonesia membuat kebijakan mengenai SHTI adalah untuk:
38
 
a. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh 
kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik 
secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa; 
b.membantu upaya nasional dan internasional dalam memberanta 
(menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan IUU Fishing; 
                                                          
38
 
38
 lUU Regulation (EC) n0 1005/2008 of 29 September 2008, Information on States and their 
competent authorities dari link 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications_en.pdf diakses 
pada 6 januari 2016 
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c. memastikan penelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan pada tahapan 
penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; dan 
d. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan 
secara berkelanjutan. 
Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah syarat dan tata cara penerbitan SHTI: 
Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk 
mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada Otoritas 
Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. draft SHTI-Lembar Awal; 
b. fotokopi Identitas Pemohon; 
c. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; 
d. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 
e. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan 
f. SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan) bagi kapal penangkap ikan yang 
mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau 
pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal. 
Pasal 11 
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(1) Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf e diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) 
hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: 
a. nama kapal; 
b. nomor dan masa berlaku SIPI; 
c. jenis alat penangkapan ikan; 
d. tanggal dan daerah penangkapan; 
e. pelabuhan pangkalan; dan 
f. jenis dan berat ikan. 
(2) Bentuk dan format laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
Pasal 12 
(1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diterbitkan oleh 
Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk 
paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: 
a. fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh 
pemilik kapal; 
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b. SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan olehnelayan 
kecil; 
c. Log book penangkapan ikan; dan 
d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 
(2) Bentuk dan format SKPI sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Pasal 13 
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Otoritas 
Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan 
kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima 
secara lengkap, dengan memperhatikan: 
a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan 
b. daftar kapal pada RFMOs bagi kapal yang beroperasi di laut lepas. 
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 
persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Awal. 
(3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Awal sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
Pasal 14 
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(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan 
SHTI-Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada Otoritas 
Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. fotokopi SHTI-Lembar Awal; 
b. draft SHTI-Lembar Turunan;  
c. fotokopi Identitas Pemohon; 
d. bukti pembelian ikan; 
e. packing list invoice dari perusahaan; dan 
f. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan. 
(2) Otoritas Kompeten Lokal berdasarkan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan 
kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 
permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau 
penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan. 
(3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan sebagaimana tersebut dalam 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Pasal 15 
(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan 
SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, mengajukan permohonan 
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kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
a. draft SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan; 
b. fotokopi Identitas Pemohon; 
c. bukti pembelian ikan; 
d. packing list invoice dari perusahaan; 
e. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan; 
f. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan 
g. SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil 
tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak 
ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal. 
(2) Ketentuan mengenai laporan hasil verifikasi pendaratan ikan dan SKPI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku mutatis 
mutandis ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. 
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas 
Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan 
kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 
permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau 
penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan. 
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(4) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 16 
(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan 
SHTI-Impor, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal 
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. draft SHTI- Impor; 
b. sertifikat hasil tangkapan Negara asal ikan; 
c. sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi; 
d. sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan; dan 
e. fotokopi Identitas Pemohon. 
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas 
Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan 
kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 
permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau 
penolakan penerbitan SHTI-Impor. 
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(3) Bentuk dan format SHTI-Impor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Pasal 17 
(1) Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan di 
ekspor ke Uni Eropa, Otoritas Kompeten Lokal dapat melakukan 
pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada UPI terkait. 
(2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
melibatkan Pengawas Perikanan dan petugas yang menangani pengolahan 
dan pemasaran ikan. 
Pasal 18 
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian SHTI-Lembar Awal, SHTI-
Lembar Turunan, SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, dan SHTI-
Impor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Peraturan IUU menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk negara anggota 
Uni Eropa untuk menerapkan Port State Measures untuk mengurangi kemungkinan 
produk perikanan IUU yang mendarat langsung ke Uni Eropa.
39
 Port State Measures 
adalah persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara pelabuhan dimana kapal 
                                                          
39
 Ibid, hal 5  
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nelayan asing harus mematuhinya untuk penggunaan pelabuhan.
40
 Berikut skema alur 
masuknya hasil perikanan melalui pelabuhan niaga: 
 
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015 
Skema diatas menjelaskan negara asal membawa kelengkapan dokumen untuk 
kemudian mendarat di pelabuhan niaga internasional yang nantinya akan menyalur 
hasil perikanan dari negara importir. Berdasarkan Peraturan IUU, pelabuhan dapat 
diakses oleh kapal dari negara-negara ketiga dengan peraturan ketat untuk kapal yang 
akan menggunakan pelabuhan. Pada tahun 2012 dan 2013 negara anggota Uni Eropa 
                                                          
40
 Fisheries and Aquaculture Department, Port State Measures dari link 
http://www.fao.org/fishery/psm/en diakses pada 6 Januari 2016 
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diperiksa hampir 1.500 kapal nelayan di pelabuhan mereka.
41
 Inspeksi tersebut 
mengidentifikasi serangkaian pelanggaran terkait dengan, misalnya, kesalahan dalam 
pernyataan pendaratan, salah melaporkan informasi dalam buku log kapal.  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka keseragaman pola pikir 
dan pola tindak bagi pengawas perikanan dalam melakukan verifikasi pendaratan 
ikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan, 
diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai acuannya agar operasional pengawasan 
di lapangan dapat dilaksanakan secara optimal. 
Adapun ketentuan dan tata cara verifikasi pendaratan ikan sebagai berikut:
42
 
A. Ketentuan Verifikasi Pendaratan Ikan. 
1. Verifikasi pendaratan ikan dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang 
ditugaskan oleh kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan yang membawahinya. 
2. Verifikasi pendaratan ikan dilakukan pada setiap kapal penangkap ikan 
dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) Gross Tonnage (GT) yang 
mengajukan permintaan untuk dilaksanakan verifikasi pendaratan ikan. 
3. Hasil verifikasi pendaratan ikan dituangkan dalam Laporan Verifikasi 
Hasil Pendaratan Ikan yang memuat: 
                                                          
41
 Opcit, European Commission, hal 6 
42
 Keputusan Drektur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan Nomor: Kep.322/DJ-
PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pedaratan Ikan dalam 13.-kep.-322-
djpsdkp-2012-tentang-petunjuk-teknis-verifikasi-pendaratan-ikan.pdf 
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a. nama kapal 
b. nomor dan masa berlaku SIPI 
c. jenis alat penangkapan ikan 
d. tanggal dan daerah penangkapan 
e. pelabuhan pangkalan dan 
f. jenis dan berat ikan. 
B. Tata Cara 
1. Petugas Pendataan melakukan koordinasi dengan pihak pelabuhan untuk 
memeriksa dokumen, mencatat data kapal, alat tangkap yang digunakan, 
jenis dan jumlah ikan yang didaratkan di pelabuhan. 
2. Petugas Pendataan menuangkan hasil pemeriksaan kapal perikanan di 
dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK). 
3. Dalam hal terdapat permintaan verifikasi pendaratan ikan dari Nakhoda, 
pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal sebagai syarat 
pengajuan permohonan penerbitan SHTI Lembar Awal, Petugas 
Pendataan memindahkan data kapal dimaksud yang tercatat pada form 
HPK Kedatangan ke dalam Form Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan 
Ikan. 
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4. Petugas Pendataan menyerahkan Form Laporan Verifikasi Pendaratan 
Ikan kepada Petugas Verifikasi untuk dilakukan analisa. 
5. Petugas Verifikasi melakukan analisa terhadap kesesuaian data yang 
dituangkan dalam Form Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan dan 
melakukan analisa terhadap: 
a. Kesesuaian daerah penangkapan dengan ijin yang diberikan 
berdasarkan data hasil pemantauan kapal perikanan menggunakan 
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System) 
yang sudah on line dan/atau jurnal pelayaran kapal yang 
bersangkutan, dan 
b. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan. 
6. Dalam hal tidak ada jurnal pelayaran atau fasilitas Sistem Pemantauan 
Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System) on line belum terpasang, 
maka pemohon harus membuat pernyataan di atas materai, bahwa ikan 
ditangkap di daerah sebagaimana yang tersebut dalam dokumen 
perijinan. Apabila pernyataan tersebut dikemudian hari ternyata tidak 
benar, maka semua konsekuensi ditanggung oleh pemohon. 
7. Petugas Verifikasi menandatangani Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan 
ikan dengan menuangkan hasil analisa dalam kolom catatan. 
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8. Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan dibuat 4 (empat) rangkap yang 
digunakan untuk: 
a. rangkap 1 (satu) diserahkan kepada Nakhoda, pemilik kapal, atau 
yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mengajukan permohonan 
penerbitan SHTI Lembar Awal; 
b. rangkap 2 (dua) diserahkan kepada Otoritas Kompeten Lokal; 
c. rangkap 3 (tiga) diserahkan kepada Penanggung jawab UPI, eksportir 
atau yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penerbitan SHTI 
Lembar Turunan Yang Disederhanakan; 
d. rangkap 4 (empat) arsip. 
Dimaksudkan petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi petugas maupun 
pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas verifikasi di pelabuhan maupun 
petunjuk dalam penerbitan laporan verifikasi pendaratan ikan oleh pengawas 
perikanan.  
Selain itu, peraturan IUU menyediakan Negara Anggota dengan instrumen 
untuk mengendalikan impor ke Uni Eropa, yang memungkinkan mereka untuk 
memantau arus perdagangan dari operasi penangkapan ikan di luar perairan Uni 
Eropa ke Uni Eropa. Menggunakan dan berbagi intelijen berasal dari SHTI dan 
otoritas informasi perdagangan Anggota Negara telah meningkatkan verifikasi impor. 
Ketentuan yang IUU Peraturan ini memungkinkan impor akan menolak jika verifikasi 
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dilakukan oleh Negara Anggota mengidentifikasi konsinyasi sebagai berasal dari 
kegiatan IUU fishing. Sejak 2010, negara anggota menolak lebih dari 200 kiriman 
impor.
43
 Alasan untuk penolakan dapat mencakup: SHTI palsu, dokumen yang salah 
atau tidak lengkap, pelanggaran tindakan konservasi, transhipment ilegal di laut, 
kapal penangkap ikan yang tidak termasuk dalam daftar kapal berwenang untuk 
beroperasi di wilayah RFMO.  
Adapun gambaran proses pengurusan SHTI dapat dilihat dari gambar di 
bawah ini. 
  
Gambar 3.1. (Proses pengambilan SHTI) Sumber; UPTD PPI Paotere, 2016. 
                                                          
43
 lUU Regulation (EC) n0 1005/2008 of 29 September 2008, Information on States and their 
competent authorities dari link 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications_en.pdf diakses 
pada 6 januari 2016 
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 Pada pengurusan di PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan, para 
pemohon SHTI wajib menyerahkan bukti surat keterangan pendaratan ikan (SKPI) 
sebagai dasar pendaratan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Poetere. Lembaran 
surat ini kemudian yang digunakan sebagai syarat awal dalam mendapatkan Sertifikat 
Hasil Tangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 
Poetere. Dalam pengajuan sertifikat hasil tangkapan ikan tersebut, Pemerintah tidak 
memungut biaya sepeser pun dalam proses pengurusannya. Hal ini bertujuan agar 
para pelaku usaha tidak mengalami kesulitan maupun kendala dalam pengurusan 
surat ini, sehingga adanya kemudahan dalam proses ekspor hasil tangkapan nelayan. 
 
B. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap penangkapan ikan di Indonesia 
 Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan dengan penduduk pantai yang 
besar jumlahnya, serta begitu luasnya wilayah pantai Indonesia menjadi alasan yang 
kuat bagi penduduk Indonesia sendiri secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut 
yang ada di setiap wilayah kepualauannya. Kekayaan berupa Sumber daya hayati 
yang terdapat di dalam laut tersebut sangat beragam mulai dari berbagai jenis ikan 
yang kaya protein, terumbu karang, aneka bahan tambang, dan masih banyak lagi. 
Nelayan adalah profesi mayoritas penduduk negeri ini. Hampir 60% penduduk 
Indonesia berada di pedesaan dan pesisir pantai.
44
 Profesi ini sesuai dengan alam 
Indonesia yang memang agraris dan laut sebagai wilayah terbesar negeri ini. Nelayan 
                                                          
44
 Indonesia Maritime Magazine, Nelayan Indonesia Dalam Cengkraman Asing dalam 
http://maritimemagz.com/nelayan-indonesia-dalam-cengkraman-asing/ diakses pada 10 
januari 2016 
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merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar 
bersumber dari aktifitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. 
 Indonesia memiliki panjang pantai sekitar 99.093 Km, terdiri dari sekitar 
17,51 ribu pulau dengan potensi lahan tambak 840.000Ha.
45
 Untuk memanfaatkan 
sumberdaya perikanan laut tersebut secara optimal, selama 40 tahun pembangunan 
perikanan Indonesia, pemerintah telah menempuh kebijakan moderinisasi armada 
perikanan rakyat melalui pengembangan kapal motor dan perbaikan teknologi alat 
tangkap ikan. Direktorat Jendrel Perikanan melaporkan bahwa kebijakan 
pembangunan prikanan rakyat skala kecil selama 40 tahun tersebut telah memacu 
perkembangan produksi perikanan laut sebesar 4,19% per tahun. 
Dengan meningkatnya produksi, maka satu sistem ekspor ikan juga 
berkembang dan penerimaan devisa dari ekspor hasil perikanan juga meningkat. 
Namun sisi lain, modernisasi perikanan rakyat menunjukkan mampu memacu 
peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan, namun belum terkndali secara 
optimal. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di beberapa wilayah perairan laut 
Indonesia menunjukkan gejala lebih tangkap (over fishing). Sementara itu, 
pengalaman di berbagai negara lain, dampak modernisasi armada penangkapan ikan 
juga menunjukkan pengurasan sumber daya perikanan secara berlebih. 
                                                          
45
 National Geographic Indonesia, Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer dalam 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-
99000-kilometer diakses pada 10 Januari 2016 
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Hasil evaluasi FAO dari 16 wilayah perairan laut dunia, sumberdaya perikanan 
di perairan laut Indonesia dinyatakan telah mencapai puncak pemanfaatannya.
46
 Oleh 
karena itu, produksi perikanan tangkap kedepan tidak dapat ditingkatkan seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Indonesia perlu melakukan pemanfaatan sumber daya ikana 
secara lebih hati-hati, sehingga ikan yang masih ada dapat menjadi modal bagi 
perbaikan (recovery) ketersediaan ikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
47
 
Sejalan dengan semakin meningkatnya konsumsi ikan di dunia, pada tahap 
pembangunan selanjutnya banyak banyak kalangan berharap agar sector perikanan 
dapat berfungsi sebagai sumber pertumbuhan baru pada perekonomian nasional 
Indonesia. Hanya saja, usaha-usaha untuk menjadikan sektor perikanan sebagai 
sumber pertumbuhan baru bukan persoalan yang mudah. Usaha perikanan sampai 
saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan skala kecil, teknologi sederhana, 
sangat dipengaruhi oleh musim dan ditujukan untuk konsumsi lokal. Sekitar 80% 
produksi ikan nasional dikonsumsi untuk kebutuhan pasar domestik.
48
 Kapal-kapal 
kecil tersebut umumnya beroperasi pada perairan padat tangkap dan sebagaian besar 
nelayan masih miskin.
49
 Dengan semakin terbatasnya sumberdaya perairan laut yang 
dapat dimanfaatkan, maka usaha untuk memacu peningkatan produksi perikanan laut 
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 Victor P.H Nikijuluw. 2002. Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Kerjasama P3R dan PT. 
Pustaka Cidesindo. Jakarta. Hal 67 
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 Cholik F. 1996. Potensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Wilayah dan 
ZEEI. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan . 
Jakarta. Hal. 77 
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perlu di geser pada usaha-usaha untuk meningkatkan mutu hasil tangkapan dan 
perbaikan kesejahteraan nelayan.  
 Untuk keperluan statistik, perikanan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi 
dalam bidang penangkapan atau budidaya binatang dan atau tanaman air. Hal ini 
berarti bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka penelitian, hobi, olahraga 
maupun yang dilakukan sepenuhnya untuk konsumsi keluarga tidak tercatat dalam 
statistik perikanan. Ketentuan ini sudah berlaku sejak awal tahun 1976 sampai saat 
ini. Walaupun definisi perikanan sedikit berbeda berdasarkan ketentuan UU No. 45 
tahun 2009 tentang perikanan, secara operasional statistik perikanan masih 
berdasarkan ketentuan yang lama. Kenyataannya, setiap kegiatan pengambilan benda 
hidup dari laut, dalam bentuk dan tujuan apapun, akan mempengaruhi keberadaan dan 
keberlanjutan sumberdaya. 
 Penangkapan didefinisikan sebagai setiap kegiatan menangkap atau 
mengumpulkan/ mengambil binatang dan/atau tanaman air yang hidup di laut yang 
tidak sedang dibudidayakan.
50
 Alat tangkap ialah istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan langsung dari Fishing Gear, yaitu peralatan yang secara langsung 
digunakan dalam operasi penangkapan ikan. Pada klasifikasi tingkat pertama, alat 
tangkap bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, ialah: pancing, jaring, dan alat lain, 
selain dari kedua tipe tersebut. Berdasarkan kelengkapan konstruksi, pancing 
dibedakan menjadi: tanpa joran dan lengkap dengan joran. Dengan cara yang sama, 
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 Anonim, Karakteristik Perikanan Laut Indonesia dalam 
wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/4A_1-Alat-Tangkap.pdf 
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pancing juga dibedakan dalam kategori: kait dengan hook (barb) dan kait tanpa hook 
(barbless). Satu-satunya alat pancing dengan joran tapi tanpa hook disebut Huhate 
atau Pole & Line.
51
 
 Pancing yang mempunyai hook bisa dibedakan dalam tiga kategori, 
berdasarkan keaktifannya, ialah: pancing yang dalam operasinya bersifat pasif, semi-
aktif dan aktif. Rawai (Long-Line) ialah pancing dengan hook yang operasinya pasif 
(pancing ini tidak dilengkapi joran). Pancing semi-aktif sering disebut Pancing Ulur 
atau Jigging. Sedangkan pancing yang dioperasikan secara aktif disebut Tonda atau 
Troll-Line.
52
 Pancing tonda dan ulur bisa dioperasikan tanpa atau dengan joran. 
 Berdasarkan Ketentuan Kerja Pengumpulan, Pengolahan dan penyajian Data 
Statistik perikanan Indonesia, alat tangkap dibedakan berdasarkan kategori: (1) Alat 
pengumpul; (2) Pancing; (3) Perangkap; (4) Jaring Angkat; (5) Muro Ami; (6) Jaring 
Insang; (7) Bagan Tancap; (8) Pukat Kantong; (9) Pukat Harimau; dan (10) Alat 
lain.
53
 Perlu kita ketahui bahwa jenis alat tangkap di Indonesia sangat beragam 
dengan berbagai modifikasinya. Namun demikian, setiap alat tersebut pada akhirnya 
bisa dimasukkan ke dalam salah satu kategori tersebut di atau dengan memperhatikan 
persamaan yang paling dekat. 
 Konsep karakteristik tradisional dari hak penangkapan ikan secara tradisional 
terbagi ke dalam beberapa sisi. Konsep-konsep tersebut adalah karakteristik 
tradisional dari sisi masyarakat tradisional, karakteristik tradisional dari sisi lokasi 
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penangkapan ikan, karakteristik tradisional berdasarkan metode penangkapan ikan, 
karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan dan karakteristik tradisional 
berdasarkan jenis spesies tangkapan dan karakteristik tradisional berdasarkan 
penggunaan hasil tangkapan. 
 Banyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang 
lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan 
alat penangkap yang berbeda-beda pula. Adalah juga sifat dari ikan pelagis selalau 
berpindah-pindah tempat, baik terbatas hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak 
jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa negara tetangga 
Indonesia. Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana 
mendapatkan daerah penangkapan, gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk 
kemudian dilakukan operasi penangkapannya. Beberapa cara untuk mendapatkan 
kawasan ikan sebelum penangkapan dilakukan menggunakan alat bantu penangkap 
yang biasa disebut rumpin dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu 
untuk usaha penangkapan ikan di perairan Indonesia sangat penting ditinjau dari 
segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi. Rumpon digunakan pada siang 
hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada 
titik/tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat 
penangkap ikan seperti jaring, huhate dsb. Dilihat dari segi kemampuan usaha 
nelayan, jangkauan daerah laut serta jenis alat penangkapan yang digunakan oleh para 
nelayan Indonesia dapat dibedakan antara usaha nelayan kecil, menengah, dan besar.  
76 
 
Masalah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), masih marak terjadi 
diperairan Indonesia. Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 
dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita 
miliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan. Juga masalah 
pemanfaatan hasil laut secara illegal, pemerintah cukup banyak menghadapi masalah 
dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan 
dengan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan 
pencemaran laut akibat tumpahan minyak, serta pembuangan zat-zat yang berbahaya 
dari kapal-kapal. 
Praktek IUU Fishing (Illegal, unreported, unregulated fishing) di wilayah laut 
Indonesia hingga kini masih marak. Bahkan akibat pencurian ikan tersebut, negeri 
bahari ini mengalami kerugian hingga mencapai Rp 30 triliun pertahun.
54
 Dengan 
banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) yang 
dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal fishing di ZEEI. 
Hukum laut internasional mengatur hal-hal signifikan terkait aplikasi 
kedaulatan negara di wilayah laut seperti kedaulatan di wilayah laut territorial dan 
hak-hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif. Salah satu hak yang berkaitan 
erat dengan kedaulatan negara pantai di wilayah perairan adalah hak negara untuk 
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 Kompasiana, Keterpurukan Nelayan Kita dalam http://www.kompasiana.com/rivel/keterpurukan-
nelayan-kita_551834ffa333117507b66480 diakses pada 3 januari 2016 
77 
 
melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut. Hak ini 
meliputi wilayah laut territorial dan/atau perairan kepulauannya. Hal ini tentu erat 
kaitannya dengan peran Nelayan Tradisional dalam pemanfaatan kekayaan laut ini.  
Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum laut internasional belum 
secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak 
penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam Ketentuan 
Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang 
secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian 
perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan 
perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati. 
55
 Selanjutnya, 
Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur lebih jauh lagi hak 
penangkapan ikan secara tradisional yang menjelaskan bahwa negara kepulauan harus 
menghormati perjanjian dengan negara-negara lainnya dan harus mengakui hak 
penangkapan ikan secara tradisional dari negara yang berbatasan langsung dalam 
kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan.
56
 Sedangkan syarat dan ketentuan 
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 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
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 Perlindungan global terhadap laut, dengan ketentuan perlunya berkonsultasi dengan nelayan lokal 
dan melindungi mereka terhadap sumberdaya. Selain itu, dalam Conventin on Biological 
Diversity, Pemerintah diminta untuk melindungi dan meningkatkan praktik-praktik budaya 
tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya biologi. Sementara itu, Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals mengijinkan nelayan lokal untuk 
menangkap spesies-spesies yang bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. 
Selanjutnya, di dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples) yang berlaku sejak 13 September 2007, terdapat 
jaminan terhadap masyarakat adat di seluruh dunia untuk mengklaim wilayah daratan dan 
lautan yang telah mereka diami sejak lama jauh sebelum kedatangan para penjajah. Arif 
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dalam menjalankan hak-hak dan aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan 
negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral. Kepastian hukum 
terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat dalam Ketentuan 
Pasal 47 ayat (6) dan pasal 51 UNCLOS 1982 tidak secara bersamaan memberikan 
kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri. Hal tersebut 
terbukti belum adanya rumusan konsep terkait karakteristik tradisional dari hak ini 
secara lebih mendalam. 
Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) merupakan 
hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk 
melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu 
berdasarkan perjanjian bilateral.
57
 Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di 
dalam Bab IV Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan: 
         “An archipelagic State shall respect existing agreements 
with other States and shall recognize traditional fishing rights 
and other legitimate activities of the immediately adjacent 
neighbouring Statesin certain areas falling within archipelagic 
waters. The terms andconditions for the exercise of such rights 
and activities, including thenature, the extent and the areas to 
which they apply, shall, at therequest of any of the States 
concerned, be regulated by bilateral agreements between 
them”.58 
 
                                                                                                                                                                     
Satria (a), “Mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional,” http://kompas.com/kompas-
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 Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, 
Keamanan dan Keselamatan Laut (Jakarta: DKP, 2008), hlm. 7 
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Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain 
dan harus mengakui Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional dan kegiatan lain yang 
sah sebagai negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang 
berada dalam Perairan Kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan 
kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang bersangkutan harus diatur dengan 
perjanjian bilateral antara mereka. 
Dalam pengelolaan perikanan tangkap, terdapat beberapa ketentuan/peraturan 
yang seyogyanya dimengerti dan dipahami untuk dapat dilaksanakan dengan benar, 
khususnya oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan), pelaku usaha maupun 
para stakeholder perikanan tangkap lainnya. Beberapa peraturan / ketentuan yang 
mengatur kegiatan penangkapan ikan tersebut adalah sebagai berikut :
59
 
1. Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Penangkapan Ikan. 
Sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah), bahwa daerah 
diberikan wewenang untuk mengelola wilayah penangkapannya sesuai 
dengan kemampuan daerah masing-masing. Untuk itu dalam UU tersebut 
telah diatur tentang beberapa kewenangan dalam pengelolaan perkanan 
tangkap. Pasal yang mengatur kewenangan adalah Pasal 18. Hal yang 
penting dari Pasal 18 adalah sebagai berikut : 
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 Kementrian kelautan dan Perikanan BPPP Tegal, Pengelolaan Perikanan Tangkap berdasarkan 
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Pasal 18 
(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk 
mengelola sumber daya di wilayah laut. 
(2). Kewenangan tersebut meliputi : 
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan 
laut; 
b. pengaturan administratif; 
c. pengaturan tata ruang; 
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh 
daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; 
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; 
d. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. 
(3). Kewenangan untuk Provinsi paling jauh 12 mil laut dari pantai, dan 
untuk Kabupaten/Kota sepertiganya (4 mil laut) ; 
(4). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil ; 
(5). Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Terkait dengan pasal tersebut diatas, telah terbit berbagai macam 
peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan 
Menteri, Keputusan Gubernur, Perda,dan lain-lain). Beberapa aturan 
tersebut diantaranya adalah Peraturan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 
Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan. Perlu dipahami bersama, 
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bahwa laut adalah akses terbuka, artinya kewenangan yang diberikan kepada 
daerah adalah kewenangan sebagaimana Pasal 18 ayat (1), (3) dan (4) 
tersebut diatas. Sehingga tidak ada kewenangan untuk melarang nelayan 
dari daerah lain yang melakukan kegiatan penangkapan di daerah tertentu. 
2. Peraturan tentang Jalur Penangkapan 
Ketentuan tentang Jalur Penangkapan di Indonesia didasarkan pada 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 
PER.02/MEN/2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Jalur Penangkapan 
Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan 
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang 
memberikan pengertian dan pengaturan sebagai berikut : 
i. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan 
bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk pengaturan 
dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang mengunakan alat 
penangkap ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. 
ii. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana 
dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan 
untuk penangkapan ikan. 
iii. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, 
adalah alay yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam 
kegiatan penangkapan ikan. 
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iv. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang 
selanjutnya disebut WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan 
perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan 
pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan 
zona ekonomi eksklusif Indonesia. 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini 
adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung 
jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan 
sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. 
Bab II Peraturan Menteri KP tersebut mengatur tentang Jalur 
Penangkapan Ikan, sebagai berikut :
60
 
Pasal 3 : Jalur Penangkapan Ikan di WPP-NRI terdiri dari : 
a. Jalur penangkapan ikan I. 
b. Jalur penangkapan ikan II. 
c. Jalur penangkapan ikan III. 
Pasal 4 menjelaskan tentang wilayah perairan yang termasuk pada 
masing-masing jalur penangkapan ikan sebagai berikut : 
a. Jalur penangkapan ikan I, terdiri dari 2 (dua) wilayah, yaitu 
: 
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i. Jalur penangkapan ikan Ia, meliputi perairan pantai 
sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari 
permukaan air laut pada surut terrendah. 
ii. Jalur penangkapan ikan Ib, meliputi perairan pantai 
diluar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil 
laut. 
b. Jalur penangkapan ikan II, meliputi perairan diluar jalur 
penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil 
laut diukur dari permukaan air laut pada surut terrendah. 
c. Jalur penangkapan ikan III, meliputi Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar Jalur II. 
Sementara Pasal 5 mengatur tentang Jalur Penangkapan Ikan di WPP-
NRI yang berjumlah 11 (sebelas) WPP-NRI berdasarkan karakteristik 
kedalaman perairan, sebagai berikut :
61
 
1). Perairan dangkal ≤ 200 meter, terdiri dari : 
i. WPP-NRI 571 : meliputi perairan Selat Malaka dan Laut 
Andaman ; 
ii. WPP-NRI 711 : meliputi perairn Selat Karimata, Laut Natuna, 
dan Laut Cina Selatan ; 
iii. WPP-NRI 712 : meliputi perairan Laut Jawa ; 
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iv. WPP-NRI 713 : meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, 
Laut Flores, dan Laut Bali ; 
v. WPP-NRI 718 : meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan 
Laut Timor Bagian Timur. 
2). Perairan dalam ˃ 200 meter, terdiri dari : 
i. WPP-NRI 572 : meliputi perairan Samudera Hindia sebelah 
Barat Sumatera dan Selat Sunda ; 
ii. WPP-NRI 573 : meliputi perairan Samudera Hindia sebelah 
Selatan Jawa sampai dengan Selatan Nusa Tenggara, Laut 
Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat ; 
iii. WPP-NRI 714 : mreliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda ; 
iv. WPP-NRI 715 : meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, 
Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau ; 
v. WPP-NRI 716 : meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah 
Utara Pulau Halmahera, dan 
vi. WPP-NRI 717 : meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan 
Samudera Pasifik. 
Dengan penetapan WPP tersebut diharapkan pengawasan pengelolaan 
sumber daya perikanan tangkap, monitoring dan evaluasi tingkat pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya ikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan 
efisien. 
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Guna melindungi berbagai kejahatan / pelanggaran bidang perikanan, 
maka pemerintah (Menteri Kelautan dan Perikanan) telah mengeluarkan 
Keputusan Nomor : KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan Penangkapan Ikan. Dengan keputusan tersebut diharapkan 
pengawasan terhadap kapal perikanan dapat dilakukan dengan lebih baik dan 
terkoordinasi. Tugas pengawasan tersebut menadi tanggung jawab Pengawas 
Perikanan Bidang Penangkapan Ikan. 
Selanjutnya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan (Dirjen PSDKP) menerbitkan Standar Operasional dan Prosedur 
(SOP) Pengawasan Penangkapan Ikan dengan Keputusan Nomor : KEP.06/DJ-
PSDKP/IV/2004 tanggal 27 April 2004. melalui Direktur Jenderal PSDKP 
telah menerbitkan suatu peraturan tentang Pengawasan Bidang Penangkapan 
Ikan. Tugas Pengawasan tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu : 
a. Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota : 
i. Diangkat oleh Bupati / Walikota ; 
ii. Sasaran kapal kurang dari 10 GT ; 
iii. Daerah penangkapan kurang dari 4 mil laut. 
b. Pengawas Tingkat Provinsi : 
i. Diangkat oleh Gubernur ; 
ii. Sasaran kapal lebih 10 GT hingga 30 GT ; 
iii. Daerah penangkapan antara 4 – 12 mil laut. 
c. Pengawas Tingkat Pusat : 
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i. Diangkat oleh Dirjen PSDKP ; 
ii. Sasaran kapal lebih 30 GT atau lebih 90 HP ; 
iii. Daerah penangkapan lebih dari 12 mil laut. 
Unsur-unsur yang diawasi ialah : 
a. keabsahan dokumen kapal ; 
b. kesesuaian alat tangkap dan kapal ; 
c. kesesuaian daerah penangkapan ; 
d. alat tangkap bukan alat yang dilarang atau 
membahayakan kelestarian SDI (sumber daya ikan) ; 
e. kesesuaian ABK dengan dokumen yang ada ; 
f. kesesuaian hasil tangkapan ; 
g. sah melakukan penangkapan ikan. 
Pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada Pengawas Perikanan 
Bidang Penangkapan Ikan, yang selanjutnya akan diproses secara hukum oleh 
Penyidik yang berwenang, seperti : PPNS, Polri atau Perwira TNI-AL. Bahkan 
guna memperluas peran masyarakat, dalam UU No. 31 Tahun 2004 tercantum 
satu pasal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu 
pengawasan perikanan (Pasal 67). Sehingga masyarakat diberikan kesempatan 
untuk ikut berperan serta mengawasi pengelolaan penangkapan ikan, namun 
masyarakat tidak berwenang melakukan tindakan hukum. 
Adapun undang-undang yang berkaitan dengan cara penangkapan ikan 
di Indonesia diatur dalam kebijakan-kebijakan seperti berikut: 
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a. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan SUrat Rekomendasi 
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan 
Tangkap  
b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Pekraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor PER. 02/MEN/2011 tentang jalur Penangkapan Ikan 
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Batu Penangkapan Ikan di 
WIlayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  
c. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 
Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan 
d. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2013 
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keautan dan 
Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tentang Organisasi Tata Kerja 
Pelabuhan Perikanan 
e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekritan 
dan Penempatan Awak Kapal 
f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 
Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal PErikanan 
g. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 
Tahun 2013 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelatan dan PErikanan 
nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan 
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Alat Penangkapan Ikan dan ALat Bantu Penangkapan Ikan di WIayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
h. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 
Tahun 2013 tentang Sistem Pemantaun Kapal Perikanan 
i. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 
Tahun 2013 tentang Pemantau Kapal  Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut 
Ikan 
j. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 Tahun 
2012 Perubahan Kedua atas PEraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan ALat 
Penangkapan Ikan dan ALat Bantu Penangkapan kan di Wilayah PEngelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia 
k. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KELautan dan PErikanan 
nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PEnempatan 
Alat PEnangkapan Ikan dan ALat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
l. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2011 Tahun 
2011 tentang SIstem Standar Mutu Pendidikan dan PElatihan, Ujian serta 
SErtifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan  
m. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tahun 
2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PEnempatan Alat Penangkapan 
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Ikan dan ALat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia 
  
C. Hubungan Ekspor Impor Ikan Uni Eropa – Indonesia 
Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan perdagangan utama di dunia 
dengan komitmen multilateral yang kuat. Pasar tunggal Uni Eropa, yang merupakan 
seperangkat peraturan dagang, cukai dan prosedur bersama yang berlaku di seluruh 
28 Negara Anggota, menjadikan Uni Eropa sebagai suatu pasar yang sangat menarik 
bagi negara-negara lain.
62
 Sementara itu, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia 
Tenggara dan salah satu mitra penting bagi Uni Eropa baik dalam perdagangan 
maupun investasi. Bagi Indonesia, Uni Eropa merupakan tujuan ekspor nonmigas 
terbesar, dan volume perdagangan di antara kedua belah pihak terus mengalami tren 
pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.
63
 Para investor Eropa juga telah 
membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu mitra Indonesia yang paling stabil 
dan dapat diandalkan. 
Hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa (EU) tidak cukup berkembang 
walaupun sudah terhubung melalui kerangka kerjasama Association of the Southeast 
Asian Nations (ASEAN) dengan mitra dialogue sejak tahun 1980 dan Asia-Europe 
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 Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Trade Relation dalam 
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diakses pada 19 Janurai 2016 
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Meeting (ASEM) sejak tahun 1996.
64
 Kedua negara kurang memanfaatkan peluang-
peluang kerjasama ekonomi. Upaya peningkatan hubungan kedua pihak muncul 
dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan menguatnya perekonomian negara-
negara Asia Timur. Laporan Bank Dunia tahun 2008 menunjukkan bahwa sepuluh 
tahun setelah krisis ekonomi Asia negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur Laut 
berkembang lebih kuat ketimbang kondisi sebelum krisis.
65
 Momentum inilah yang 
ingin dimanfaatkan Indonesia dan EU untuk meningkatkan hubungan ekonomi 
dengan menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Partnersip and 
Cooperation (PCA) pada bulan November 2009. Selanjutnya kajian bersama than 
2010-2011 menghasilkan Report of the EU-Indonesia Vision Group on Trade and 
Investment Relations yang dilaporkan tanggal 28 Juni 2011 merekomendasikan EU 
dan Indonesia untuk segera memulai negosiasi menuju Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (CEPA).
66
 
Hubungan ekonomi Indonesia-EU dewasa ini sudah meningkat dibanding 
decade sebelumnya namun hubungan tersebut kurang berkembang sebanding dengan 
potensi yang dimiliki kedua pihak. Indonesia bukan mitra dagang utama EU di Asia 
Tenggara. Walaupun, neraca perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa 
menunjukkan nilai yang positif, potensi pasar EU yang masih kurang dieksploitasi 
oleh Indonesia. 
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 Ministry of Finance Republic of Indonesia, Kajian Kerjasama Bilateral Indoneisa – Uni Eropa 
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Walaupun EU mengalami krisis, negara-negara besar EU adalah sumber 
pendanaan luar negeri yang penting bagi Indonesia. Negara-negara tersebut 
merupakan sumber pinjaman luar negeri Indonesia nomor dua terbesar setelah 
Jepang. Bantuan luar negeri (ODA, Official Development Assistance) EU ke 
Indonesia juga cukup besar bahkan Indonesia menjadi penerima ODA terbesar kedua 
EU di Asia setelah Afganistan yang dilanda perang. Sektor utama penerima ODA EU 
di Indonesia periode 2007 sampai 2014 adalah pengentasan kemiskinan, stimulus 
pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi, dan peningkatan good 
governance melalui penegakkan hukum.
67
 
Peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan EU juga terkendala krisis 
keuangan di EU sejak tahun 2008 namun terdapat keinginan kedua belah pihak untuk 
meningkatkan hubungan dagang dan investasi. Sektor-sektor yang menjadi sasaran 
ODA EU di Indonesia memperlihatkan minat EU untuk meningkatkan hubungan 
ekonomi terutama perdagangan dan investasi dengan Indonesia termasuk dengan 
membantu Indonesia menguatkan sistem hokum guna menunjang hubungan ekonomi 
tersebut. 
Indonesia memiliki beberapa kekuatan yang menarik EU untuk menjalin 
hubungan ekonomi yang lebih maju. Kekuatan Indonesia antara lain meliputi: (i) 
stabilitas makro ekonomi, yang dibuktikan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang 
cenderung meningkat stabil dan rasio hutang pemerintah yang rendah -bahkan 
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 European Commision, The European Commission calls on EU Member States to fulfil their 
commitments towards the world's poores dalam http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
299_en.htm diakses 13 Januari 2016 
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pengelolaan fiskal Indonesia dianggap terbaik se Asia-Pasifik; (ii) potensi pasar yang 
besar, yang menurut World Economic Forum menempati ukuran terbesar ke-15 
dunia.
68
 Besarnya pasar Indonesia ini juga diikuti daya beli yang makin besar dari 
kelas menengah yang makin berkembang. 
Namun demikian, Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan yang 
menghambat hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk EU. Pertama, 
infrastruktur yang buruk dan tidak menunjang kegiatan ekonomi merupakan 
kekurangan Indonesia yang paling sering dikeluhkan oleh mitra kerjasama ekonomi  
termasuk EU. Infrastruktur yang dikeluhkan mencakup sarana jalan, fasilitas 
pelabuhan dan transportasi udara, suplai energy dan jaringan telekomunikasi. Kedua, 
institusi di Indonesia yang tidak efisien, tidak transparan dan masih kuatnya budaya 
dan praktek korupsi menjadi hambatan yang menakutkan bagi mitra kerjasama 
ekonomi. Ketiga, penerapan peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang 
masih lemah di Indonesia. Meskipun Indonesia sudah mempunyai berbagai peraturan 
hukum HKI namun dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran HKI 
dan penegakan hukumnya kurang efektif. Keempat, kualitas barang hasil produksi 
yang sering di bawah standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kalaupun 
berhasil mencapai standar maka sering tidak konsisten. Kelima, banyaknya hambatan 
birokrasi terutama masalah perizinan yang memakan waktu sehingga cukup sulit dan 
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 Penguatan Kemitraan Indonesia-UE Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) 
dalam 
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rumit untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia. Keenam, aspek teknologi yang 
masih merupakan salah satu titik terlemah dalam perekonomian Indonesia.
69
 
Sebagai mitra dalam hubungan ekonomi, EU juga memiliki kekuatan dan 
kelemahan yang harus diperhitungkan. Kekuatan EU mencakup, pertama, posisi yang 
kuat dalam organisasi internasional sehingga pengaruh dan leverage EU sangat besar 
dalam menentukan aturan main yang terkait dengan hubungan ekonomi. Kedua, 
inovasi dan teknologi maju yang menjadi menggerak perdagangan dan investasi. 
Ketiga, infrastruktur yang mendukung berbagai aktifitas ekonomi sehingga tercapai 
efisiensi yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Keempat, daya saing 
utama EU terletak di sumber daya manusia yang berkualitas.
70
 
Meskipun secara umum lebih maju, EU juga memiliki beberapa kelemahan. 
Pertama, ketidak seimbangan fiskal yang berkepanjangan sehingga mengancam 
kebangkrutan beberapa negara. Mengingat interdependensi antar anggota EU cukup 
tinggi terutama 17 negara yang masuk zona Euro, resiko contagion meningkat. Selain 
itu dalam rangka penanggulangan krisis terdapat resiko kenaikan pajak untuk 
memperkuat keuangan negara dan meningkatnya suku bunga pinjaman. Kedua, 
keberagaman negara-negara anggota EU sehingga daya saing, kemajuan sosial dan 
ekonomi yang tidak merata terjadi antar negara anggota. Ketiga, sistem keuangan EU 
ternyata rentan akibat penggunaaan Euro yang tidak ditunjang oleh kondisi 
perekonomian yang setara. Krisis di euro zone memperlihatkan bahwa penyatuan 
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moneter tanpa penyatuan fiscal sangat beresiko dan rentan. Keempat, keberagaman 
budaya dan bahasa antarnegara anggota EU yang menghambat mobilitas sumber 
daya.
71
 
Selain itu, Masing-masing pihak ternyata memiliki kondisi yang menjadi 
hambatan pihak lain. Beberapa kebijakan EU juga menghambat bagi Indonesia yaitu 
perluasan anggota EU yang menyebabkan EU menjadi inward-looking karena 
mendahulukan negara-negara anggota ketimbang pihak luar, standar mutu import 
yang tinggi, dan potensi pembatasan impor.  
Sebagai satu kekuatan pasar dengan satu perangkat peraturan di bidang 
perdagangan, kebijakan tarif, dan prosedur administrasi yang diterapkan di negara 
anggotanya, Uni Eropa memberikan keuntungan dan kemudahan bagi Indonesia 
untuk mendapatkan akses pasar Eropa. Dengan bertambahnya keanggotaan Uni 
Eropa, maka pasar Uni Eropa akan semakin besar populasinya dan kekuatan 
keuangannya. Namun, penjajakan terhadap Uni Eropa sebagai kesatuan atau masing-
masing negara Uni Eropa perlu dilakukan secara spesifik. Indonesia berpeluang 
memperluas pasar untuk komoditas-komoditas yang tidak menetapkan standar secara 
ketat seperti komoditas kebutuhan masyarakat konsumen menengah ke bawah di EU. 
Produk ini biasanya diproduksi oleh UKM Indonesia. Dalam sektor pariwisata, 
pameran budaya dan perjalanan wisata ke Indonesia secara lengkap perlu terus 
diadakan. Perhatian yang serius Pemerintah Indonesia diperlukan untuk 
meningkatkan mutu layanan dan prasarana di daerah wisata Indonesia. Dalam bidang 
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ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), EU dan Indonesia perlu meningkatkan 
kerjasama dalam rangka transfer of knowledge. Kerjasama IPTEK tersebut di 
antaranya peningkatan kualitas produk seperti menghasilkan produk yang tahan lama, 
dan kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia. 
Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan tidak hanya berorientasi 
pada hasil produk, tetapi harus berorientasi pada hasil-proses sehingga memenuhi 
persyaratan kesehatan, keselamatan, guna menjangkau pasar Uni Eropa. Isu mengenai 
standar sanitiasi dan teknis kembali perlu diperhatikan, sehingga diperlukan dialog 
yang mencakup tiga level, yaitu: (1) Dialog permanen yang meliputi antar bisnis 
dengan bisnis dan bisnis dengan pemerintah; (2) Dialog dan komitmen teknis yang 
melibatkan para penyusun undang-undang; dan (3) Kerjasama bidang keuangan yaitu 
bantuan keuangan UE pada bidang-bidang tertentu untuk membantu Indonesia untuk 
memenuhi persyaratan ekspor internasional. 
Penyediaan fasilitas perdagangan dan investasi dapat dilakukan dengan 
membuka kesempatan investasi dari perusahaan-perusahaan UE pada sektor 
infrastruktur, pekerjaan umum infrastruktur, dan kerjasama publik/privat. Namun 
perlu pengurangan biaya logistik di Indonesia. Baik upaya pengembangan kapasitas 
maupun upaya penyediaan fasilitas perdagangan dan investasi, harus didahului 
dengan mengidentifikasi sektor-sektor prioritas dan dilakukan penyelarasan standar, 
pengujian, penilaian kesesuaian dan akrediasi. Selain itu juga perlu dibahas langkah-
langkah konkret dalam mempromosikan elemen hijau dalam kerangka kebijakan 
perdagangan dan investasi UE-Indonesia. Sasaran-sasaran berkelanjutan 
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(sustainability) juga perlu dipertimbangakan pengembangan fasilitas dan fasilitas 
perdagangan. 
Prosedur daftar memerlukan sejak tanggal mulai berlaku dari langkah-langkah 
perdagangan Keputusan Dewan Pelaksana sebagaimana ditetapkan seperti larangan 
impor; penerimaan tanpa SHTI, larangan untuk membeli kapal penangkap ikan; 
larangan bendera kapal penangkap ikan Uni Eropa, tidak ada perjanjian 
pemborongan; larangan untuk mengekspor kapal penangkap ikan Uni Eropa, larangan 
perjanjian perdagangan pribadi dengan warga negara Uni Eropa, larangan operasi 
penangkapan bersama dengan Uni Eropa. Mungkin kecaman dari berdiri perjanjian 
perikanan bilateral atau kemitraan atau ada negosiasi lebih lanjut untuk 
menyimpulkan perjanjian perikanan bilateral atau kemitraan. 
Dalam sektor perikanan, Hubungan ekspor Indonesia EU mendapatkan 
perhatian yang lebih pada produk budidaya. Seperti dalam kerangka Program 
Dukungan Perdagangan Ke-2 (Trade Support Programme II/ TSP II), Uni Eropa dan 
Indonesia bekerjasama untuk meningkatkan akses dari sejumlah produk ekspor 
Indonesia ke sejumlah pasar utama. Sebagai contoh, badan yang berwenang perlu 
menerapkan suatu NRMP (Sistem Perencanaan Monitoring Residu Nasional/National 
Residue Monitoring Plan) agar Indonesia dapat mengekspor produk perikanan 
budidaya ke Uni Eropa. NRMP adalah elemen kunci untuk meningkatkan pengujian 
resiko dan pengawasan terhadap produk perikanan budidaya Indonesia serta untuk 
memperkuat akses menuju pasar ekspor utama. Tujuan dari penerapan perencanaan 
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pengawasan ini adalah untuk memberi jaminan bahwa ikan, udang dan produk 
perikanan budidaya lainnya yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa memenuhi 
batasan-batasan residu yang telah ditentukan oleh standar Uni Eropa dalam hal 
perlindungan kesehatan konsumen. 
Selama tiga tahun terakhir, proyek TSP II telah mendukung pengembangan 
lebih lanjut dari NRMP Indonesia.
72
 Dukungan ini mencakup identifikasi pelatihan 
yang dibutuhkan di berbagai laboratorium, penyampaian pelatihan praktis untuk 
melakukan validasi hasil pengujian, dan penyebaran informasi mengenai peraturan 
Uni Eropa. 
TSP II juga telah mendukung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – 
sebagai lembaga yang berkompeten untuk memonitor residu pada obat hewan dan 
kontaminan lingkungan pada produk perikanan budidaya – dengan menyediakan 
bantuan untuk pembentukan suatu Sistem Manajemen Informasi (Information 
Management System/ IMS) termasuk database online untuk perencanaan, penanganan 
data, dan dokumentasi dari program pengawasan residu yang akan memfasilitasi 
efisiensi dalam proses pelaksanaan, dan dengan demikian membantu untuk 
mengurangi jumlah kasus penolakan produk perikanan budidaya Indonesia di pasar-
pasar tujuan ekspor yang seringkali muncul karena deteksi residu dari obat hewan dan 
kontaminan lainnya. 
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Tujuan lain dari NRMP adalah untuk verifikasi bahwa produk berbasis hewan 
yang dieskpor dari Indonesia ke Uni Eropa tidak mengandung residu bahan-bahan 
terlarang, serta residu obat hewan dan kontaminan lainnya masih dalam batasan-
batasan yang telah ditentukan berbagai peraturan Uni Eropa. Hal ini juga berperan 
untuk menunjukkan bahwa operator mematuhi peraturan penggunaan obat hewan dan 
bahan-bahan kimia lainnya. 
Program pengujian pada NRMP harus berdasarkan pada uji resiko atas 
kemungkinan penggunaan obat hewan dan bahan kimia lainnya secara ilegal atau 
salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam proses produksi hewan – khususnya 
perikanan budidaya – dan proses produksi pangan yang berasal dari hewan. Oleh 
karenanya, efisiensi program menjadi sangat penting. Data harus tersedia dan 
diproses secara cepat serta pertukaran informasi antara semua unit yang terkait 
dengan NRMP harus tepat waktu. Dengan adanya IMS maka manfaat utama terhadap 
NRMP adalah dapat meningkatnya kemampuan Direktorat Jenderal Perikanan 
Budidaya untuk merencanakan percontohan berbasis resiko dan bila ada indikasi 
ketidaksesuaian dari sampel analisis yang telah diuji laboratorium, mereka dapat 
segera melakukan investigasi terhadap sumber substansi yang ilegal atau 
penyalahgunaan obat hewan yang telah diperkenankan. 
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Sedangkan untuk jenis ikan segar, Indonesia mengekspor beberapa jenis ikan 
ke diantaranya tuna, octopus, udang, swordfish dan telur ikan terbang.
73
 Kementrian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mengoptimalkan SHTI sebagai syarat produk 
perikanan ke Uni Eropa.  
Konsumsi Uni Eropa per kapita adalah 24,5 kg pada tahun 2010
74
. Konsumsi 
ini tetap stabil antara 2010 dan 2011. Hal ini adalah perubahan tren setelah 
pertumbuhan yang sehat dalam konsumsi per kapita sejak tahun 2000. Konsumsi 
makanan laut sangatlah bervariasi antara satu negara anggota dengan negara anggota 
lain di Uni Eropa. Negara anggota di bagian utara lebih fokus pada ikan olahan 
sedangkan bagian selatan lebih memilih produk segar dan menghabiskan bagian 
terbesar dari pembelanjaan mereka untuk ikan. Negara-negara di bagian pusat dan 
timur berada di bawah rata-rata Uni Eropa tetapi tercatat peningkatan dalam 
konsumsi. 
Konsumsi dari produk yang diternakkan yang mewakili 24% dari konsumsi 
Uni Eropa, menurun sekitar 5% pada tahun 2011. Hal ini merupakan akibat dari 
pengurangan produksi akuakultur di Uni Eropa dan pengurangan impor dari produk 
jenis ikan pangasius tertentu yang diternakkan. 
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eropa_189/?market=eu diakses pada 4 Januari 2016 
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Impor udang (utamanya dengan tujuan Spanyol) meroket sekitar 20% antara 
2012 dan 2013. Pada tahun 2013, impor ekstra Uni Eropa berkembang sekitar 24% 
dalam nilai pada tahun 2012 mencapai  4,1 miliar EUR. Ini termasuk penguatan 
ekspor dari Spanyol, Belanda dan Denmark. Klien utama adalah Amerika Serikat, 
Norwegia dan Swiss dalam nilai dan Nigeria, Norwegia, Rusia dan Mesir dalam 
volume. 
Pada tahun 2012, nilai ekspor di antara negara-negara Uni Eropa empat kali 
lebih besar dari ekspor ke negara dunia ketiga. Perdagangan intra Uni Eropa mencatat 
volume perdagangan dengan total lebih dari 5,1 juta ton (berat bersih) yang 
meningkat lebih dari 270.000 ton (+5,6%) pada  tahun 2013. Dalam hal nilai, 
perdagangan intra Uni Eropa mempunyai total 17,9 miliar EUR (+8,5%). Tahun 
2012, Uni Eropa mencapai tingkat volume perdagangan terendah mereka selama 
enam tahun terakhir dengan penurunan 12% dibanding tahun sebelumnya. Pada 
tingkat negara anggota Uni Eropa, Denmark, Spanyol dan Inggris mencatat 
penurunan terbanyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2014 nilai 
ekspor mencapai USD 4,64 miliar dengan tujuan ekspor Uni Eropa. Adapun negara 
ekspor produk perikanan Indonesia yang disertai SHTI didominasi oleh Jerman, 
Inggris, Italia dan Spanyol dan terus meningkat sampai pada tahun 2015. 
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Berikut data ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa:  
 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2016  
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Ekspor Hasil Perikanan Tangkap dan Produk Perikanan 
Indonesia ke Uni Eropa 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan SHTI dalam upaya ekspor perikanan di Indonesia 
Analisis kebijakan dipahami sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan 
mengenai dan dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan para 
pengambil keputusan berupa informasi yang digunakan untuk menguji pertimbangan 
yang mendasar setiap masalah praktis yang dihadapi masyarakat luas.  
Dalam pelaksanaannya, posisi KKP bertindak sebagai Otoritas Kompeten 
Nasional dalam penerbitan SHTI. Sedangkan, untuk tangkapan yang berada di 
daerah, maka KKP mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal. Yakni, dari 
Kepala Pelabuhan PErikanan Unit PElaksana Teknis (UPT) Kementerian dan/atau 
Pemerintah daerah. Hingga akhir tahun 2015 lalu, KKP telah menetapkan 39 UPT 
Pelabuhan PErikanan yang bertindak sebagai OKL penerbitan SHTI. 
Untuk pengawasan penerapan kebijakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan ini 
telah bekerja sama dengan DIrektorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Untuk 
mempermudah prosesnya, penerbitan SHTI ini pun telah memanfaatkan system 
ninformasi yakni melalui aplikasi SHTI Online yang terintegrasi dengan data base 
pengelolaan perikanan rangkap. Hail ini berpengaruh besar terhadap operator OKL 
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untuk keperluan verifikasi permohonan dari pelaku usaha secara tepat, cepat dan 
akirat sebelum melakukan validasi SHTI.  
Dengan diterapkannya SHTI online, para pelaku ekspor kini dimudahkan 
untuk proses yang panjang tersebut. Karena tak perlu lagi mendatangi kantor 
Pelabuhan Pendaratan Ikan.  
Turut berpartisipasi dalam pemberantasan IUU Fishing, Indonesia dalam hal 
ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia 
menindaklanjuti European Council (EC) Regulation No. 1005/2008 on establishing a 
community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated 
fishing (IUU Fishing) ke dalam kebijakan nasional, yaitu Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan No. 13 tahun 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan dengan 
memberlakukan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan atau yang disebut Catch 
Certificate. Hal ini merupakan kerangka kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa 
termasuk untuk kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia ke UE. 
Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa produk perikanan yang memasuki kawasan 
Uni Eropa tidak boleh berasal dari kegiatan IUU Fishing. 
Secara umum dapat dijelaskan bahwa keberadaan Sertifikat Hasil Tangkapan 
Ikan (SHTI) merupakan dokumen yang harus dimiliki untuk mempermudah dan 
melancarkan kegiatan perdagangan produk perikanan khususnya bagi pemenuhan 
permintaan pangsa pasar Negara-negara di Uni Eropa. 
Semua produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan di laut 
harus diketahui ketertelusurannya (traceability) dan dipastikan bebas dari IUU 
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Fishing dengan disertai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). SHTI merupakan 
jaminan Pemerintah Indonesia kepada negara pengimpor bahwa produk perikanan 
asal Indonesia tidak terkait atau bebas dari kegiatan IUU 
Fishing dan telah dilaksanakan sejak 1 Januari tahun 2010. Direktur Jenderal 
Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten penerbitan 
SHTI mendelegasikan penerbitan SHTI kepada 32 Otoritas Kompeten 
Lokal (OKL) yang terdiri dari 18 Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 14 Kepala Pelabuhan Perikanan 
UPT Daerah. 
Tujuan penerapan SHTI di Indonesia merupakan komitmen Indonesia untuk 
dapat mendukung dalam mengimplementasikan ketentuan pengelolaan sumberdaya 
peikanan yang berkelanjutan, memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan 
ikan ke luar negeri, membantu dalam pemberantasan IUU Fishing dan traceability 
hasil perikanan laut Indonesia. Dengan kata lain, bahwa keberadaan dokumen 
Sertifikat Hasil tangkapan Ikan (SHTI) dapat memberikan gambaran/informasi secara 
rinci tentang wilayah penangkapan (Fishing Ground), alat tangkap yang digunakan 
(fishing gears), jenis ikan yang diperoleh serta ukuran dan jenis kapal pengangkap 
ikan yangh digunakan. 
Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 
sumberdaya perairan dengan komoditas ekspor tinggi juga telah menerapkan 
kebijakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).  
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 Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Sulawesi Selatan diberlakukan 
kepada seluruh pengekspor hasil perikanan maupun pelaku usaha cold storage yang 
ada di wilayah Sulawesi Selatan.  Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik 
Sulawesi Selatan tahun 2014 jumlah total produksi perikanan pada perairan umum 
sebesar 287.897 ton. Jumlah produksi ekspor ikan segar pada tahun 2013 di Sulawesi 
Selatan sebesar 2032, 23 ton dengan jumlah nilai USD 14.775.030,31. Hal ini 
menunjukkan bahwa daerah Sulawesi Selatan memiliki potensi yang tinggi dalam 
perkembangan ekspor dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap. 
 Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai kewajiban syarat 
dokumen sebelum melakukan proses perdagangan ekspor dalam bidang perikanan, 
mewajibkan para pelaku usaha perikanan terutama para pelaku yang langsung terjun 
pada proses penangkapan ikan harus memiliki surat sertifikat tersebut sesuai dengan 
kemampuan fasilitas yang dimilikinya dengan standarisasi ukuran kapal dan ukuran 
mesin kapal. Pada wilayah Sulawesi Selatan, otoritas pemberi kebijakan surat SHTI 
berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yang 
diserahkan pada UPT Pelabuhan Poetere yang terletak di Kota Makassar.  
 Proses permohonan dalam mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 
terdiri dari 3 tahap golongan SHTI yaitu:  
Lembar Awal (LA) 
Lembar Awal (Initial sheet) merupakan lembar Sertifikat Hasil Tangkapan 
Ikan (SHTI) yang memuat seluruh hasil tangkapan dan dilakukan untuk setiap satu 
kali pembongkaran gunanya untuk monitoring pencatatan volume dan jenis ikan hasil 
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tangkapan.  Lembar Awal hanya diisi oleh Nakhoda kapal yang melakukan 
pembongkaran ikan.  Penerbitan Lembar Awal di UPTD PPI Paotere selama tahun 
2011 tidak ada.  Hal ini disebabkan tidak adanya kapal di atas 20 GT yang melakukan 
pembongkaran di UPTD PPI Paotere. 
Lembar Turunan (LT) 
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) jenis Lembar Turunan (LT) 
merupakan dokumen yang memuat sebagian atau seluruh hasil tangkapan yang 
dibongkar pada satu kali kegiatan bongkar.  Lembar Turunan (LT) dibuat sesuai 
Lembar Awal (LA) untuk tujuan perdagangan.  Penerbitan Lembar Turunan di UPTD 
PPI Paotere selamat tahun 2011 tidak ada.  Hal ini disebabkan tidak adanya kapal di 
atas 20 GT yang melakukan pembongkaran di UPTD PPI Paotere. 
Lembar Turunan Yang Disederhanakan (LTS) 
Pelaksanaan penerapan SHTI di UPTD PPI Paotere  didominasi oleh 
armada/kapal kecil yang hanya berukuran <20 GT dimana diketahui bahwa kapal 
tersebut sangat terbatas ruang gerak khususnya dalam menjangkau wilayah fishing 
ground yang cenderung semakin jauh dari fishing base.  Khusus terhadap produksi 
hasil tangkapan kapal perikanan berukuran <20 GT yang hasilnya dipasarkan untuk 
pemenuhan pangsa pasar di Negara Uni Eropa menggunakan Sertifikat Hasil 
Tangkapan Ikan (SHTI) jenis Lembar Turunan Yang Disederhanakan (LTS). 
Proses pengurusan SHTI merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh 
perusahaan-perusahaan ekspor ikan yang ada di Makassar karena SHTI ini adalah 
salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam perdagangan ekspor impor hasil 
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perikanan di Uni Eropa. Keterlibatan nelayan dalam pengurusan SHTI hanya dalam 
pemberian bukti yang dibuat dalam surat kecakapan Nahkoda atau buku pelaut bagi 
para nelayan yang ada di Indonesia. PPI Poetere sebagai salah satu Otoritas 
Kompeten Lokal (OKL) masih berada pada golongan D. Hal ini disebabkan karena 
fasilitas serta infrastruktur yang terdapat dalam PPI Poetere masih berada pada kelas 
yang rendah.  
 Berdasarkan pada tahun 2015, jumlah ekspor perikanan yang telah memiliki 
sertifikat hasil tangkapan ikan dengan penerbitan dari PPI Poetere menunjukkan 
bahwa jenis dominasi ikan yang di ekspor adalah jenis Tuna sirip kuning (thunnus 
albacares). Jenis ikan ini didapatkan dari beberapa wilayah yang ada di Sulawesi 
Selatan seperti Kabupaten Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Selain jenis Tuna sirip 
kuning, terdapat juga jenis gurita yang menjadi komoditi eksport jenis perikanan yang 
terdapat di Sulawesi selatan, serta telur ikan terbang yang berasal dari Takalar.  
Proses permohonan dalam mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 
terdiri dari 3 tahap golongan SHTI yaitu SHTI Lembaran Awal (LA), SHTI 
Lembaran Turunan (LT) dan terakhir adalah SHTI Lembaran Turunan yang 
Disederhanakan (LTS). Dalam pengurusan SHTI yang dimulai dengan melakukan 
pengurusan surat SHTI yang berkode LA, dimana syarat kapal yang dapat 
mengajukan permohonan surat ini adalah kapal ikan yang menggunakan mesin 
dengan kapasitas di atas 20 GT. Selain syarat ukuran kapal, dalam pengajuan 
permohonan surat SHTI LA harus dilengkapi dengan identitas pemilik kapal dan 
nahkoda kapal itu sendiri. Setelah mendapatkan lembaran SHTI LA kemudian 
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dilanjutkan dengan proses verivikasi untuk mendapatkan lembaran surat tanda bukti 
lapor kapal keluar (STBLKK) di PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sulawei Selatan. 
 
B. Dampak Penerapan SHTI terhadap tingkat ekspor hasil perikanan tangkap 
di Indonesia  
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dari asas yang menjadi pedoman dan 
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk dalam 
menjawab atas kebijakan Uni Eropa untuk menghindari Ilegal, Unregulated, 
Unreported (IUU) sebagai kebijakan dalam menghadapi kerusakan ekosistem serta 
perlindungan biota laut yang terdapat di dunia. Dalam perjalanan kebijakan SHTI, 
pada umumnya memiliki kontroversi maupun dukungan dari beberapa pihak dalam 
proses pengaplikasiannya. Ketidakmampuan secara umum masyarakat nelayan dalam 
melakukan modifikasi alat tangkap dan lebih mementingkan profit oriented  
menyebabkan terjadinya over eksploitasi dan kerusakan ekosistem pada perairan laut 
di Indonesia.  
Perkembangan perekonomian yang terjadi pada saat ini mendorong 
berkembangnya pasar dan mengubah orientasi dunia usaha tidak terbatas pada 
lingkup nasional tetapi telah bersifat internasional atau global. Adam Smith 
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berpendapat bahwa suatu negara akan mengekspor barang ke negara lain jika negara 
itu lebih efisien dalam memproduksi barang dan itu disebut keunggulan absolut. 
Terjadinya kegiatan perdagangan internasional akan dapat meningkatkan keuntungan 
dan output dunia yang terlibat didalamnya. Semakin berkembangnya kegiatan 
perdagangan antar negara, menjadikan banyak negara yang melakukan kegiatan 
proteksi guna melindungi produsen dan konsumen negara yang bersangkutan. Hampir 
setiap negara menerapkan pembatasan perdagangan atau pembebanan dalam bentuk 
biaya untuk menaungi negaranya dalam bentuk kebijakan perdagangan atau regulasi.  
Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ini merupakan hambatan dalam 
kegiatan perdagangan sehingga sangat berpengaruh kepada negara-negara 
berkembang yang melakukan kerjasama dengan negara tesebut. Uni Eropa 
merupakan pasar potensial bagi Indonesia. Jika dibandingkan dengan Jepang dan 
Amerika Serikat, Uni Eropa berada pada urutan ketiga negara tujuan ekspor tuna 
Indonesia namun Uni Eropa sebagai organisasi antar pemerintahan negara-negara 
Eropa merupakan pasar yang terus berkembang dan memberikan peluang yang besar 
bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan volume ekspor tunanya.  
Uni Eropa sangat melindungi produsen dan konsumen dalam negerinya. 
Proteksi yang dilakukan Uni Eropa berupa penetapan kebijakan perdagangan yang 
menjadi hambatan bagi Indonesia yang selama ini mengekspor tuna ke Uni Eropa. 
Hambatan yang diterapkan berbentuk hambatan tarif dan nontarif terhadap produk 
yang masuk ke negara-negara anggotanya dimana dinilai cukup ketat dibandingkan 
negara-negara pengimpor lainnya. Oleh karena itu, guna memajukan ekspor tuna 
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Indonesia perlu dilakukan analisis sejauh mana pengaruh kebijakan perdagangan Uni 
Eropa terhadap perkembangan ekspor tuna Indonesia ke Uni Eropa. 
Konsumsi masyarakat Uni Eropa untuk produk perikanan terus meningkat 
sejak tahun 1980an. Produk hasil perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Uni 
Eropa lebih banyak berasal dari negara berkembang yang melakukan perdagangan 
bilateral dengan Uni Eropa. Pasar Uni Eropa merupakan pasar yang cukup variatif 
karena merupakan kawasan ekonomi beberapa negara yang memiliki preferensi yang 
bervariasi terhadap produk konsumsi salah satunya terhadap jenis seafood. Sejak 
tahun 2000, Komisi Eropa lebih meningkatkan ketergantungannya pada impor untuk 
mensupplai kebutuhan akan seafood. 
Sertifikat hasil tangkapan ikan sebagai bentuk kebijakan Indonesia dalam 
memberi jaminan kepada negara-negara yang termasuk pada perkumpulan Uni Eropa 
merupakan bukti nyata Indonesia dalam melawan IUU dan mempertahankan kondisi 
ekologi perairan Indonesia. Selain sebagai jaminan produk, SHTI juga sebagai bentuk 
ketaatan Indonesia dalam perdagangan internasional yang memiliki berbagai regulasi 
dan kebijakan ketat pada proses perdagangan. Perdagangan internasional sangatlah 
rumit dan kompleks jika dibandingakan dengan perdagangan dalam negeri, kerumitan 
tersebut bisa disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat 
menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang 
impor.   
Kebijkan SHTI merupakan kebijakan spesialisasi produksi yang memiliki 
konsentrasi pada bidang perikanan khususnya hasil tangkapan ikan. Dengan adanya 
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spesifikasi produk perdagangan antar negara akan menimbulkan keuntungan lebih 
bagi kedua negara tersebut karena secara tidak langsung menciptakan komoditi 
unggulan dalam perdagangan internasional. Adam Smith menjelaskan bahwa teori 
perdagangan internasional dalam teori keunggulan mutlak salah satunya adalah 
spesialisasi internasional dan efesiensi produksi. Dengan adanya spesialisasi, suatu 
negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan dan 
negara akan mengimpor barang-barang yang bila di produksi sendiri, tidak akan 
efesien, sehingga keuntungan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan 
spesialisasi dalam memproduksi barang. 
Indonesia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa baik 
kualitas maupun diversitas. Namun potensi ini belum dapat dikembangkan secara 
optimal karena industri yang berbasiskan perikanan dan kelautan saat ini belum 
berkembang pesat. Pengembangan usaha perikanan dan kelautan Indonesia masih 
memiliki peluang yang sangat besar. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan 
yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi.  
Sektor perikanan merupakan sektor yang penting dalam pembangunan 
nasional. Kegiatan perdagangan hasil perikanan dapat memberikan sumbangan besar 
berupa devisa kepada negara. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh 
BPS (2015), perdagangan hasil perikanan Indonesia yang terjadi di pasar dunia terus 
mengalami peningkatan yang cukup berarti. Selama periode 2010-2011, ekspor hasil 
perikanan Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan komoditas 
ekspor utama seperti udang, tuna/cakalang/tongkol, ikan lainnya (laut dan darat), 
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kepiting, dan lainnya. Namun diawal tahun 2012 Uni Eropa mengalami krisis 
ekonomi yang berdampak pada pengurangan konsumsi ikan sehingga jumlah 
permintaan turut berkurang. Seiring membaiknya perekonomian di Uni Eropa, tahun 
2013 mengalami peningkatan jumlah ekspor perikanan. Selain itu pada tahun 2013 
Indonesia membenashi diri dengan mengoperasikan SHTI secara online dan 
terintegrasi diseluruh wilayah Indonesia. Perbedaan yang cukup besar terjadi pada 
tahun 2014 yang mendapatkan jumlah permintaan ikan sangat besar untuk beberapa 
negara di Uni Eropa di banding tahun sebelumnya. Hal ini juga juga dikarenakan 
pelaku ekposrtir yang merasa mudah untuk mengaplikasikan seluruh proses 
pembuatan SHTI. Sampai pada tahun 2015, terjadi peningkatan namun hanya 
beberapa persen. Jumlah peningkatan yang sedikit tersebut dikarenakan jumlah ikan 
di Indonesia yang kini mengalami degradasi jumlah. Hal ini dikarenakan masih 
adanya nelayan yang tidak mengikuti peraturan penangkapan ikan yang akhirnya 
membuat beberapa wilayah mengalami over fishing. Jika tidak di tindak lanjuti, hal 
ini berakibat buruk bagi keadaan perikanan Indonesia.  
Dalam perkembangan kebijakan SHTI khususnya di Provinsi Sulawesi 
Selatan mengalami peningkatan baik pada fasilitas proses pengurusan maupun pada 
hasil perdagangan internasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Hal ini dapat 
dilihat dari perkembangan produk perikanan khususnya dari perikanan tangkap 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemampuan perusahaan-perusahaan 
ekspor perikanan yang berada di Makassar dengan mengandalkan sertifikat hasil 
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tangkapan ikan yang dimiliki dapat menembus pasar internasional terutama pada 
negara-negara di Eropa.  
Dengan adanya kebijakan SHTI bukan hanya dapat menembus pasar eropa 
saja, tetapi dengan kebijakan ini, produksi ekspor perikanan dapat memiliki kualitas 
yang tinggi dan menciptakan perilaku yang baru pada nelayan tangkap. Terciptanya 
klasifikasi yang tinggi pada hasil perikanan tangkap memaksa para nelayan untuk 
menangkap ikan dengan kualitas yang baik serta adanya kebijakan perusahaan 
perikanan untuk lebih dapat teliti dan lebih spesifk dalam menentukan komoditas 
ekspor yang akan digunakan di pasar internasional.  
Sertifikat hasil tangkapan ikan sebagai bentuk kebijakan yang berdasar pada 
regulasi dalam memberantas Ilegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing 
merupakan kebijakan bersama yang diputuskan pada perdagangan dunia untuk dapat 
menjaga ekosistem lingkungan perairan di dunia. Indonesia sebagai salah satu pelaku 
perdagangan internasional dalam bidang komoditi perikanan tangkap harus dapat 
menerapkan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional 
dalam ha ini Uni Eropa sebagai bentuk perubahan peran yang bukan hanya pada 
profit oriented saja tetapi juga memperhatikan sustainable ecology.   
Pada satu sisi regulasi dan kebijkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) 
menyebabkan adanya negara-negara yang lebih selektif dan regulatif dalam 
penerimaan barang-barang eksport yang berdasarkan IUU, sehingga tidak menutup 
kemungkinan produk-produk perikanan tangkap yang berasal dari Indonesia 
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mengalami hambatan. Hal ini dapat dilihat pada kasus tahun 2013 ketika Negara 
Spanyol sebagai salah satu tujuan ekspor produk perikanan pada negara Uni Eropa 
mengalami hambatan ekspor, hambatan tersebut disebabkan karena Spanyol 
mengalami peningkatan permintaan verivikasi sertifikat tangkapan dan sedang 
melakukan analisa resiko terhadap negara-negara yang impornya mengalami 
kenaikan signifikan ke Spanyol, salah satunya Indonesia.  
Sebagian nelayan atau pelaku usaha ekspor Indonesia khususnya Makassar 
mengalami kepanikan mengenai pemberlakuan SHTI ini sehingga dalam proses 
pengurusan SHTI agak sedikit rumit terjadi keterlambatan dan butuh waktu utuk 
menyiapkan syarat pembuatan SHTI ini, dan kurang nya informasi sampai ke telinga 
para pelaku ekspor tersebut tentang syarat pembuatan surat SHTI. Terlebih para 
pejabat perikanan yang awal penerbitan kebijakan ini masih menggunakan proses 
secara manual mengakibatkan banyaknya kerumitan yang terjadi. Sehingga pada 
tahun 2013 dengan adanya pembaruan kebijakan SHTI ini pada permen no 13 tahun 
2012 yang lebih ketat karna telah memulai aplikasi secara online. Namun sedikit 
demi sedikit dapat diterima demi kelancaran akan proses ekpor hasil perikanan 
khusunya ke UNI Eropa.  
Dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi maka harus 
menuntut regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus dapat mudah untuk 
diakses dan diaplikasikan melalui sistem online. Hal ini yang juga membuat 
kebijakan SHTI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan 
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sistem online dalam pengaplikasian pengurusan sertifikat hasil tangkapan ikan 
tersebut. Dengan penerapan sistem online yang diberlakukan, sehingga dengan 
mudah dapat melihat data-data yang terperinci mengenai jumlah perusahaan dan 
kapal-kapal nelayan yang telah mengurus SHTI. Penerapan sistem online dalam 
kebijakan SHTI menunjang pengawasan komoditi-komoditi dari perikanan tangkap 
baik dari segi kualitas produk maupun tujuan-tujuan negara yang akan diekspor. Hal 
ini telah mendukung persyaratan perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa yang 
dapat meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan yang ditangkap oleh kapal 
penangkap ikan melalui kegiatan verifikasi pendaratan ikan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka disimpulkan: 
1. Kebijakan SHTI  sudah diterapkan sejak tahun 2010 dalam bentuk Undang-Undang 
dan Peraturan Menteri di Indonesia. Penerapan kebijakan ini cukup baik karena 
berjalan linear dengan beberapa kebijakan di Indonesia dalam bidang perikanan. 
Dalam prosesnya baik pengawas  alam tingkat ekspor hasil perikanan kepada Uni 
eropa. Hal ini dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari respon para ekportir di 
Indonesia yang menyatakan bahwa proses pembuuatan SHTI sangat rumit sampai Uni 
Eropa yang mengalami krisis diawal tahun 2012. Sejak penerapan kebijakan SHTI, 
Pemerintah Indonesia turut membantu pelaku ekpor untuk memudahkan dalam setiap 
proses pengurusan SHTI. Seperti di gratiskannya seluruh proses pembuatan SHTI 
sampai penerbitan SHTI secara online. Proses online ini dinilai baik karena 
memudahkan untuk proses input data dan lainnya karena telah tersinkron keseluruh 
Indonesia bahkan sampai ke Uni Eropa untuk beberapa tanda tangan kepala 
pelabuhan. Hal ini juga turut membantu pelaku ekspor sehingga tingkat ekspor 
semakin meningkat dan kualitas perikanan ke Uni Eropa semakin baik.  
2. SHTI membawa dampak yang baik terhadap hasil ekpor perikanan Indonesia kepada 
Uni Eropa.  Sejak awal diterapkan SHTI pada tahun 2010 nilai ekpor semakin 
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meningkat antara 2010 ke 2011. Namun dikarenakan krisis yang melanda beberapa 
negara di Uni Eropa, terjadi penurunan permintaan ekspor perikanan dari pihak Uni 
eropa tahun 2012. Di tahun 2013 tetap terjadi peningkatan sampai pada tahun 2014 
yang sangat drastis dikarenakan pemulihan ekonomi Uni Eropa. Walaupun pada tahun 
2015 kembali terjadi penurunan ekspor, namun hal ini bukan dikarenakan proses SHTI 
yang rumit melainkan sumber perikanan yang dirasa kurang oleh nelayan Indonesia.  
B. SARAN-SARAN 
1. Indonesia harusnya lebih melihat kebijakan SHTI ini sebagai acuan dalam melakukan 
ekspor ke Uni Eropa, sehingga kedepannya Indonesia dijadikan negara pilihan pertama  
dalam permintaan hasil perikanan tangkap karena di Indonesia beberapa terdapat jenis 
ikan yang diinginkan oleh Uni Eropa. Ditambah semakin ketatnya syarat yang diinginkan 
SHTI sehingga hasil perikanan dari Indonesia memberikan kualitas yang cukup baik.  
2. Terjadinya pengurangan sumber daya perikanan pada tahun 2015 sebaiknya menjadi 
pelajaran bagi Indonesia unuk lebih memperhatikan stok ikan di Indonesia. Larangan 
penangkapan ikan untuk julah berlebih cukup efisien untuk mengontrol jumlah tangkapan 
ikan agar tidak mengalami over fishing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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